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ABSTRACT 

PERFORMANCE OF CNIL STATE APPARATUS IN THE 
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MAINTENANCE 

PROGRAM 
(STUDY ON LIVING ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT DISTRICT 

OF CENTRAL ACEH DISTRICT) 

Azhari 
azharidsi@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia open University 

This research seeks to explore several issues related to the performance of 
the state civil apparatus in the implementation of the environmental maintenance 
program at the Living Environment Department of Central Aceh District and the 
factors that influence it. This research is descriptive research with quantitative and 
qualitative method to get and deliver facts clearly and accurately. Based on the 
result of research known that; first, the performance of the state civil apparatus at 
tlte Living Envirorunent Department of Central Aceh District is not yet optimaL 
This can be seen from several aspects, namely the level of consistency of policies 
and activitie<: of the service has not been in accordane6' with the demands of 
society, the high level ofbusiness violations, and still the public complaints about 
licensing services. Second, as for the cause factor can be seen from three things, 
that is organization structure that have not accommodate all activities that must be 
implemented so that influence on delegation of authority, still lack of human 
resources, both from quantity and quality, and budget available not yet enough to 
cany out activity which is already planned. 

Keywords: Performance, State Civil Apparatus, Environmental 

43460.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRAK 

KINERJA APARA TUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN 
PROGRAM PEMELIIIARAAN LINGKUNGAN HIDUP 

(STUD! PADA DINAS LINGKUNGAN HID UP KABUPATEN ACEH 
TENGAH) 

Azhari 
azharidsi@grrutil.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini berupaya mendalami beberapa persoalan terkait dengan 
kinerja aparatur sipil negara dalam pelaksanaan program pemeliharaan lingkungan 
hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan faktor yang 
mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode 
kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta dengan 
jelas dan teliti. Berdasarkan basil penelitian diketahui bahwa; pertama, kinetja 
aparatur sipil negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 
belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu tingkat konsistensi 
kebijakan dan kegiatan dinas belwn sesuai dengan tuntutan masyarakat, masih 
tingginy• tingkat pelanggaran pengnsaha, dan masih adanya keluhan masyarnkat 
tentang pelayanan perizinan. Kedua, adapun fuktor penyebabnya dapat dilihat 
dari riga hal, yaitu struktur organisasi yang ada belum menampung seluruh 
kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga berpengaruh pada pendelegasian 
wewenang, masih kurangnya somber daya ffiallusia, baik dari kuantitas maupllll 
kualitas, dan anggaran yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan 
kegiatan yang sudah dircncanakan. 

Kata Kunci: Aparatur Sipii NeKara, Pemeliharaan Ungkungan Hidup 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

Pengelolaan lingkungan merupakan isu yang mencakup segala aspek 

kebidupan yang sangat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. 

Semua aspek kegiatan pembangunan tidak lepas dati keterkaitan dengan 

linglamgan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan merupakan hal yang 

mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak: menirnbulkan dampak 

negatif yang serius terhadap lingkungan. Dilain pihak. dalam rangka 

mengimbangi perkembangan isu lingkungan yang sangat pesat, seiring dengan 

bernbalinya berbagai kebijakan, berkembangnya perindustrian, serta adanya 

dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan, rnaka d.iperlukan adanya 

organisasi yang bertanggungjawab atas penanganan masalah lingktmgan. 

2. Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hid up 

Sebehun dibentuknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Aceh Tengah, penanganan masalah lingkungan hidup merupakan tanggungjawab 

dari Bagian Lingktmgan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang 

dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 talmo 2008 

tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Wilayah! Sekretariat DPRD Kabupaten 

Aceb Tengah. Bagian Lingkungan Hidup memptmyai tugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan penyustman pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
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Jinkungan hidup. Dalam mclaksanakan tugas pokoknya Kcpala Bagian 

Lingkungan Hidup dibantu oleh kasubag AMDAL dan Kasubag Penanggulangan 

pencemaran_ 

Masalah pertambangan BGGC dan air tanah sebelum keluamya UlJ nomor 

18 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, mempakan kcwcnangan 

Propinsi Aceh. Sedangkan kewenangan Kabupaten terbatas yaitu menangani 

perijinan di bawah 5 hektar (Perda Propinsi Aceh Nomor 7 tahun 1995), yang 

dilaksanakan oleh Bagian Ekonorni. 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pernerintahan -daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Talnm 2000 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah membawa perubahan dalam 

berbagai bidang kebidupan tennasuk kelembagaan di daerah. Sebagai tindak 

lanjut pasal 68 UU Nomor 23 Tahtm 2014 dan berpedoman pada PP Nomor 84 

tahun 2000 tersebut, maka di Kabupaten Aceh Tengah telah dikeluarkan Peraturnn 

Daerah Nornor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisa si 

Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu dinas yang dibcntuk 

dianta.ranya adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Tengab. 

Untuk memaharni dengan lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat dilihat pada hagan sebagai berikut: 
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Dari hagan tersebut tampak bahwa struktur organisasi Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi yang bersifut Line and Staf, 

dan struktur ioi merupakan struktur yang biasa dijadikan standar untuk_ organisasi 

pemerintah di Indonesia. Sebagaimana pendapat Handayaningrat (2002) struktur 

organisasi lini dan staf cukup baik dipergunakan di Indonesia terutama karena 

dengan bentuk ini terdapat deliniasi tugas dan fungsi antara nnit-tmit organisasi 

yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok organisasi dengan unit

unit organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat memmjang. Tetapi menurut Jones (2005) bahwa struktur organisasi 

yang demikian memiliki kelemahan diantaranya banyaknya hierarki, rantai 

komando yang panjang mengakibatkan komunikasi antar pimpinan dengan 

bawahan akan memakan waktu yang lebih lama. Pengambilan keputusan menjadi 

lambat yang akan berakibat pada kelambanan dalam merespon keinginan 

pelanggan. Untuk itu Jones menyarankan bahwa struktur organisasi yang perlu 

dikembangkan berbentuk matriks karena berbagai macam fungsi organisasi dan 

spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur 

organisasi matriks sangat pipib, dengan hierarki yang minimal dan fimgsi serta 

otoritas yang terdesentralisasi. 

Dalam pasal 34 Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 tahun 2000, 

disebutkan bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hid up mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pcngelolaan 

Lingkungan Hidup dan tugas pemantauan yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah. Dan menumt Pasal 3 Kepuh1san Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 
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2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan daerah di bidang pengelolan lingktmgan hidup termasuk 

pertambangau serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau 

Pemerintah Propinsi Aceh . 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a) perencanaan dan perumusan kebijakan teknis. di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup termasuk pertambangan, 

b) pengk:oordinasian kegiatan, fungsional dalam pelaksanaan tugas 

pengelolaan lingkungan hidup terrnasuk: keijasama dengan pihak: lain 

dibidang pengelolaan lingkungan, 

c) pengkoordinasian pengembangan, penerapan, pemantuan, pengawasan dan 

evaluasi terhadap kajian penerapan lingkungan serta pengendalian teknis, 

rencana pengelolaan lingkungan (RPL), rencana pemantaun lingkungan 

serta pengendalian anal isis mengenai dampak: lingkungan, 

d) peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, pengembangan, 

persiapan kerja dan peran serta seluruh mitra lingkungan dalam 

pengenda.Jian dampak linglumgan, 

e) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap smnber dan kegiatan 

yang menimbulkan dampak pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, 

f) pengkoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi teknis bidang 

penataan sistem informasi lingkungan, penataan dan penegakan hukum 

serta penyelesaian sengketa lingkungan, g) pemberian bi.mbingan dan 
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pembinaan serta mempersiapkan JZID pcngelolaan lingkungan tcrmasuk 

izin pertambangan, 

g) pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan dan atau bahan tambang 

yang menjadi wewenang daerah serta konservasi dan reklamasi, 

h) pelaksanaan tugas lain yang dibebankan olch bupati sesuai dengan hi dang 

blgasnya. 

3. Visi dan Misi Organisasi 

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fimgsinya memiliki Visi : " Menjadi satu dinas 

pelopor dalam mewujudkan lingkungan hidup sebagai paradigma, etika dan 

prilaku bagi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat untuk menjamin 

pembangunan Aceh Tengah yang berwawasan lingkungan". 

Untuk melaksanakan visi tersebut dan selaras degan program pembangunan 

daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017/2018, Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup mempunyai misi: I) Menerapkan berbagai kebijakan da1am pengelolaan 

lingkungan hidup, 2) meningkatkan kehandalan dinas dalam pencegahan, 

pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

dan lingkungan hidup, 3) menumbuhk:embangkan prakarsa dan gerakan peduli 

lingkungan di kalangan masyarakat, 4) meningkatkan upaya rehabilitasi kerusakan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, 5) meningkatkan pembinaan kegiatan 

usaha agar memiliki keunggulan kompetitifmelalui pengelolaan lingkungan hidup 

secara tahapan. 

• 
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Dari mist tcrsebut, diimplementasikan kedalam bentuk tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan program yaitu sebagai berikut: 

I. Tujuan 

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia I aparatur dan masyarakat 

dalam pengelolaan lingkungan hidup 

b. merealisasikan darnpak kerusakan sumbcr daya alam dan lingkungan 

hid up 

c.meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat tentang masalah 

lingkungan hidup 

d. meningk:atkan rehabilitasi dampak kerusakan lingkungan 

e.menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

2. Sasaran 

a. Terciptanya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan Iingkungan hidup 

b. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan 

sumber daya alam dan Iingkungan hidup 

c.Meningk:atkan ketjasama melalui kemitraan stakeholders 

d. Berkuranguya tingkat kerusakan lingklingan 

e. T ercapainya penerapan pengelolaan Jingkungan hid up pad a setiap kegiatan 

usaha 

3. Kebijakan 

a.meningkatkan kepedulian aparat dan masyarakat dalam pengelolaan 

lingk:ungan sumber daya alam dan hidup 

43460.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



64 

b. memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan 

c.meningk:atkan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi smnber 

daya alam dan lingkungan hidup 

d. memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pengelolaan 

lingkungau hidup 

e.meningk:atkan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan 

i memanfaatkau dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan. 

4. Program 

a.mengembangk:an surnber daya manusia melalui pembinaan aparatur dan 

masyarakat 

b. pengembaugan dan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dalam 

pengendaliau smuber daya alam dan lingkungan hidup 

c. penyebaran informasi masalah pengelolaan lingkungan 

d. pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan somber daya a lam 

secara optimal dan ramah lingkungan. 

5. Kegiatan 

a.Mensosialisasikan produk hukmu (UU/Perda/ Sk Bupati) yang 

berhubWlgan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup 

b. Mengikutsertakana pada Diklat AMDAL pertambangan, dan 

penjenjangan karier aparatur 
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c. Mengadakan penyuluhan pengelolaan somber daya alam dan lingkungan 

hidup bagi aparat dan masyarakat 

d. Mensosialisasikan penerapan AMDAL UKL-UPL bagi ke~atan usaha 

e.Menyusun Buku Neraca Kualitas lingkungan hidup daernh (NKDL) 

f Melaksanakan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi hutan, tanah, air 

dan udara 

g. Melaksanakan pengawasan dan monitoing pencemaran limbah industri 

h. Melaksanakan monitoring pada usalta yang menggunakan Air Bawah 

tanah (ABT) 

t. Melaksanakan intensifikasi penertiban pemanfaatan arr bawah tanah 

(ABT) 

j. Melaksanakan intensifik:asi penertiban pemanfaatan air bawah tanah 

(ABT), pertambangan dan listrik I energi non PLN 

k. Mengadakan sarana peralatan laboratorium 

L Memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan 

m. Melaksanak:an pelatihan reklamasi terhadap laban bekas galian c 

n. Monitoring dan evaluasi basil pengawasan dan pengendalian 

o. Mengadakan sarana mobilitas, bahan kimia dan pengoperasian pemlatan 

laboratorium, pos pengaduan masyarakat 

p. Mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat 

q. Mengadak:an inventarisasi dan peralatan potensi air bawah tanah (ABT) 

dan bahan tambang dt kecamatan Cibatu, Campaka, Pasawahan, 

Bungursari, Babakancikao, Jatiluhur dan Plered 
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Unsur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Tengah, sesuai dengan pasal5 Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 

2015 terdiri dari : 

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas 

b. Pembantu Pimpinan adalah bagian tala Usaha 

c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas, UPTD dan kelompok jabatan 

Fungsional 

Adapun susunan organisasinya sesuai pasal6 terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Bagian Tata Usaba, membawabkan: 

I) Sub bagian perencanaan 

2) Sub bagian Umum dan keuangan 

3) Sub Bagian Kepegawaian 

c. Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan, mernhawahkan: 

1) Seksi Analisa Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL), penerapan 

Rencana pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana pemantauan 

Lingkungan (RPL); 

2) Seksi Analisa dan Evaluasi Dampak 

3) Seksi Bina Usaha dan pengembangan Kapasitas 

b. Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian membawahkan: 

1) Seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan 
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2) Seksi pengawasan dan pengendalian perencanaan lingktmgan 

3) Seksi perijinan 

c. Sub Dinas Penataan dan Pemulihan Liogkungan membawahkan 

1) Seksi Pengembangan Infonnasi dan Peny-liluhan Lingkungan 

2) Seksi Pemulihan Lingkungan 

d. Cabang Dinas 

e. Unit pelaksana teknis Dinas 

f Kelompok Jabatan Fungsional. 

Selanjutnya dalam pasal 7, discbutkan bahwa Kepala Dinas mempunym 

tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam 

melaksanakan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup termasuk 

pertambangan. Sedangkan Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 

melaksanakan administrasi dinas (pasal 8). Untuk: melaksanakan tugas pokok 

tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fung:si : 

a. pengkoordinasian pcrcncanaan dan pcrumusan keb~jakan teknis 

pengelolaan lingknngan 

b. pengkoordinasian penyusunan perturan pcnmdang-undangan yang 

herkaitan dengan tugas Dioas pengelolaan Lingkungan hid up 

c_ pemhinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, organisasi dan 

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumal1 tangga 

dinas 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan 

bidang h1gasnya. 
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Bagian Tata Usaha, membawahkan : 

1) sub bagian pcrencanaan 

2) sub bagian umwn dan keuangan 

3) sub bagian kepegawaian 

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bagian Tata Usaha 

ad 1) sub bagian perencanaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan, serta penyusunan rencana dan program kerja dinas. 

Untuk melak.sanak.an tugas pokok tersebut, sub bagain perencanaan 

mempunyai fungsi: 

a) pelaksanaan pengumpulan, pengolaban dan penyajian data statistik 

b) perencanaan program kerja serta laporan dinas 

c) pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan 

pembangunan lingkungan hidup 

d) penyiapan bahan penyusunan pedomau organisasi dan tatalaksana 

dinas 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha 

sesuai bidang tugasnya 

2) sub bagian umwn dan keuangan, mempunyai tugas poko melaksanakan 

pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, 

pcrlengkapan dan pemeliharaan Lnventaris kantor serta adii;linistrasi 
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keuangan. Untuk mclaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagian umum 

dan keuangan mempunyai fungsi: 

a) pelaksanaan pengelolaan urusau surat menyurat, kearsipan, pengadaan, 

rumah tangga, administrasi peijalanan dinas dan inventaris kantor 

b) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas 

c) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai 

bidang tugasnya 

3) sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan administrasi urusan kepegawaian pada dinas. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, sub bagaian kepegawaian mempunyai 

fungsi: 

a) penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, pembinaan dan 

pengembangan pegawai 

b) pengkoordinasian dalam penyiapan tolok ukur program kerja dan 

evaluasi kineija pegawai sesuai dengan bidang tugasnya 

c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bagian tata usaha sesuai 

bidang tugasnya. 

Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan, pada pasal 12 mempunyai 

tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dinas 

pengelolaan lingkungan hidup di bidang pencegban dampak lingkungan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Pencegahan dampak lingkungan 

mempunyai iungsr 
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a. pengkoordinas1an dan pelaksanaan perumusan kebijakan dan petunjuk. 

teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan ka jian 

kelayakan lingkungan; 

b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis terhadap rencana 

pengelolaan Jingkungan dan rencana pemantauan lingla.mgan; 

c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas 

kelembagaan dan mitra lingkungan dalam rangka bimbingan telmis 

terhadap kegiatan usaha; 

d. pelaksanaan penyusunan program teknis pengusahaan pertambangan yang 

berwawasan lingkungan 

e. pengkoordinasian penyiapan baku mutu lingkungan, pelaksanaan analisis 

serta evaluasi terlladap kegiatan pengelolaan lingkungan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang 

tugasnya 

Sub Dinas pencegahan Dampak Lingkungan membawab.k:an: 

l) seksi AMDALdanPenerapanRKLdanRPL 

2) seksi Analisa dan Evaluasi dampak 

3) seksi bin a usaha dan pengembangan kapasitas 

Seorang seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melak:sanakan 

tugasnya bertanggnngjawab kepada kepala sub dinas. 

Ad I) seksi AMDAL dan penerapan RKL dan UPL mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan pengkajian hasil 

analisis mengenai dampak: lingkungan hidup, serta kajian kelayakan 
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lingkungan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi 

AMDAL dan penerapan RKL dan RPL mempunyai fimgsi: 

a) penyiapan koordinasi pengembangan, penerapan, pemantauan dan 

evaluasi terhadap penerapan Analisa Mengenai Dampak 

Lingkungan dan dokumen kajian Jinkungan lainnya 

b) pengkoordinasian penytapan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan kelayakan lingkungan atas suatu rencana 

usaha dan atau kegiatan 

c) penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengkajian AMDAL 

dan kelayakau lingkungan 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai 

bidang tugasnya 

2) seksi analisa dan evaluasi dampak lingkungan, mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisa dan evaluasi 

pencegahan dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut, seksi analisa dan evaluasi dampak lingkungan mempunyai fungsi 

a) penyiapan koordinasi pengembangan dalam rangka penetapan Baku 

Mutu Lingkungao 

b) pelaksanaan pengembangan pemantauan dan pengujian terhadap Baku 

mutu yang berlaku 

c) pengwnpulan, pengolahan dan evaluasi data hasil penelitian lapangan 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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3) seksi usaha dan pengembangan kapasitas, mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam pengembangan 

usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut, seksi usaha dan pengembangan kapasitas mempunyai fungsi: 

a) penyiapan program eksplorasi, pemetaan potensi dan pembinaan teknis 

pengusahaan sumber daya alam tennasuk bahan tambang yang 

menjad.i wewenang.daerah 

b) pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan mitra 

lingkungao dalam rangka program pencegahan dampak lingkungan 

c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Sub Dinas pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pok.ok 

mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas dinas pengelolaan 

lingkungan hidup di bidang pengawasan dan pengendalian dampak: lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas pengawasan dan 

pengendalian mempunyai fungsi: 

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian 

kerusakan lingk:ungan, pencemaran air dan udara, dan pengelolaan limbah 

b. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi 

terhadap pencemaran Iingkungan sebagai a.kibat kebiatan tertentu berupa 

pencemaran air, udara serta pengelolaan limbah, serta pengendalian dan 

pengawasan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kerusakan laban 
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dan hutan, kerusakan keanekaragaman hayati dan perlindungan 

keselamatan hayati; 

c. pemberian pertimbangan dalam rangka pemberian ijin kelayakan 

lingkungan dan pertambangan daerah serta melakukan pengendalian dan 

pengawasan keselamatan ketja dalam kegiatan pertambangan; 

d. pelak:sanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan kelayakan 

lingknngan, pertambangan, pengnlahan dan atau pembuangan limbah; 

e. pelaksanaan tugas lain yng diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang 

tugasnya. 

Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian membawahkan: 

1) seksi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan 

2) seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan 

3) seksi perizinan 

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalarn 

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dinas. 

Ad 1) seksi pengawasan dan pengendalian kemsakan lingkungan 

mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan dalam pengendalian 

kerusakan lahan dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan 

perlindungan keselamatan hayati serta kerusakan sumber air. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pengawasan dan 

pengendalian kerusakan lingkungan mempunyai fungsi: 

a) penyiapan penunusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan 

pengendalian kemsakan lingk:ungan 
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b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi kemsakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

kerusakan laban dan hutan, kerusakan keanekaragaman dan 

perlindungan keselarnatan hayati serta kernsakan sumber air 

c) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan 

hid up 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai 

bidang tugasnya 

Ad 2) seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan 

mempunyai tugas pokok rnenyiapkan pelaksanaan dalam pengendalian 

pencemaran lingkungan. Untuk melaksanak:an tugas pokok tersebut 

Seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan 

mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan 

pengendalian pencemaran lingkungan 

b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi te:rhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat 

kegiatan tertentu berupa· pencemaran air, udara serta pengelolaan 

limbah, baban berbahaya dan beracun (83) 

c) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan 

hidup serta pengelolaan limbab baltan berbabaya dan beracun (83) 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang 

tugasoya 

43460.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



75 

Ad 3) seksi perizinan mempunyai togas pokok menyelenggarakan 

pengelolaan, penytapan bahan pertimbangan, inventarisasi, 

pengawasan dan pengendalian perizinan kelayakan lingkungan dan 

pertarnbangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi 

perizinanan mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan bahan pertimbangan jzin kelayakan 

lingkungan dan pertambangan 

b) pelaksanaan pengolahan dan inventarisasi perizinan kelayakan 

lingkunga.n, pengolahan limbah, pembuangan lirnbah dan 

pertambangan 

c) penytapan penetapan besaran iuran sesuai dengan aturan yang 

berluku 

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikun kepala sub dinas sesuai 

bidang tugasnya 

Sub Dinas pcnataan dan pemulihan Lingkungan, mempunyai tugas 

pokok menkoordinasikan penyelenggaraan sebagai tugas dinas pengelolaan 

lingkungan ludup di bidang penataan dan pemulihan kualitas lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebu~ Sub Dinas penataan dan pemulihan 

Lingkungan mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis di 

bidang penataan dan pemulihan lingkungan sebagai akibat dari kerusakan 

dan pencemaran lingkungan. 
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b. Pelaksanaan peningkatan peran mitra lingk:ungan dlam rangka 

peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi lingkungan dan penyuluhan 

d. Pengkoordiuasian pelaksanaan penataan dan penegakan hukum serta 

penyelesaian sengk:eta Iingkungan; 

e. Pelaksanaan bimbingan dalam kegiatan reklamasi, revegetasi terhadap 

lahan yang dieksploitasi 

f Pelaksanaan tuga'i lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugasnya. 

Sub Oinas penataan dan pemulihan lingkungan membawahkan: 

l) seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan 

2) seksi pemulihan lingkungan 

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggungjawab kepada kepala sub dinas. 

Ad 1) seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan mempunyai 

tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan infonnasi dan 

penyuluhan lingkungan bidup. Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut Seksi pengembangan informasi dan penyuluhan lingkungan 

mempunyai fungsi: 

a) penyiapan koordiuasi pengemhangan sistem infurmasi lingknngan 

b) penyiapan laporan ten tang situasi dan kondisi kualitas lingkungan 

secara makro melalui kepala sub dinas penataan dan pemulihan 

lingkungan 
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c) pelaksanaan pengembangan penyuluhan dalam rangka peningkatan 

kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkugan 

d) pengkoordinasian pelaksanaan penataan huknm lingknngan scrta 

bantuan teknis dalam penyelesaian sengketa linglrungan 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuai bidang 

tugasnya 

Ad2) seksi pemulihan lingknngan mempnnyai tugas pokok 

menyiapkan bhan perumusan kebijakan teknis pemulihan hngkungan 

sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi pemulihan lingktmgan 

mempunyai fungsi: 

a) penyiapan koordinasi pengembangan dalam rangka pemulihan 

kualitas lingkungan 

b) pelaksanaan penyustman bahan petunjuk teknis penmlihan kualitas 

laban sebagai akibat timbulnya pencemaran dan kerusakan 

lingknngan 

c) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pemulihan kualitas 

lingknngan sebagai akibat timbulnya pencemaran dan 

kerusakanlingkungan 

d) penyiapan rumusan kebijakan teknis dalam rangk:a reklamasi, dan 

revegetasi laban bekas tambang 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala sub dinas sesuat 

bidang hlgasnya 
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Dalam pasal 23 diatur pula pembentukan, organisasi dan tata keija 

Cabang Dinas, pengaturan lebih lan_jut akan ditetapkan oleh Bupati setelah 

memenuhi kriteria umum dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dalam bentuk peraturan daerah. 

Dalam pasal 24 diatur pula pembentukan, organisasi tata kelja unit 

pelaksana teknis dinas, pengaturan Jebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati 

setelah memenuhi kriteria umum dan tekniS sesuai peraturan perundang

undangan yang berlaku dalam bentuk peraturan daerah. 

Dalam pasal25, Kelompok Jabatan Fungsional: 

1) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan Dinas pegelolaan Lingkungan Hidup secara 

profesional sesuai deogan kebutuhan. 

2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hid up. 

3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas s~jumlah tenaga dalam jenjang 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang 

keahliannya. 

4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipirnpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada 

dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

5) Setiap kelompok jabatan fungsional ditentukan sifat jenis kebutuhan dan 

beban kerja 
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6} Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila ditinjau dari struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh Tengab berdasarl<an Keputusan Bupati Aceb Tengab 

Nomor 17 Tahun 2015, dan pada saat penelitian Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup terdapat 16 jabatan struktural, yang teridir dari satu jabatan 

cselon lib, empat eselon ilia dan 11 eselon IV a, sementara itu jabatan 

fungsional belum tertata dengan baik, dan Cabang Dinas serta UPTD belum 

ada. 

Dalam meuunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, telab ada pelimpaban 

sebagian wewenang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan 

hidup tennasuk bidang pertambangan dalam hal penandatanganan surat izin I 

rekomendasi dari Bupati kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, yaitu dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah. Hal tersebut lebih 

memudahkan dan mempcrcepat pemberian pelayanan kepada 

masyarakatlpengnsaba. 

Selain itu, untuk mempercepat proses penerbitan surat izinJ rekomendasi 

di bidang pengelolaan Iingkungan hidup termasuk pertambangan telab 

dibentuk Tim Koordinasi Proses Penerbitan Surat Izin I Rekomendasi di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan di Kabupaten 

Aceh Tengab. 
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5. Keadaan pegawai 

Pegawai Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

sebagian besar berasal dari Bagian Lin~ungan Hidup Sekretariat daerah, dan 

sebagian lagi berasal dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten Aceb 

Tcngah. Adapun komposist pegawai Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel2.l 

Kornposisi Pegawai Dinas Pengclolaan Lingkungan Hid up 

Kabupaten Aceh Tengah Mcnurut Tingkat pcndidikan., 2017 
. 

Pendidikan Jurnlah (orang) % 

Sekolah Dasar l 3,45 

Sekolah Lanjutan Pertama l 3,45 

Sekolah Lanjutan Atas lO 34,48 
.. 

Akademi I D-3 4 13,33 

12 41,38 i Sarjana I S-1 I 
j Pasc3.--Saijana /S-2 dan S-3 2 

I··· ~~:;oj --· 
~Wnlah 30 

. Sumber . Kantor Dmas pcngclolaan Lmgkungan Hidup Kabupaten Aceh fengah, 

2017 (diobh) 

Berdasarkan Tabcl 2_1 di alas, nampak: bahwa lulusau akademi ke atas, 

ada sekitar 18 orang atau 60 %. Hal tersehut menunjukan bahwa para pegawai 

di Dinas pcngelolaan Lingkungan Hidup cuk--up potensial apabila dilihat dari 

Jatar bclakang pendidikan. Walaupun Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

tnerupakan dinas bam, namun para pegawai umumnya sudah berpengalaman 
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dan telah bekerja dengan masa kcrja yang bervanasi, dan diantaranya ada 

yang masa kerJanya sudah 20 tahunan. 

Sementara itu jika dilihat dari komposisr jenjang kepangkatan nampak 

pada Tabel 2.2: 

-

Tabel2.2 

Komposisi Pegawai Dinas !>engclolaan Lingkungau Hidup 

Kabupa1cn Acch Tengah Menurut Golongan, 2017 

Golongan · Jumlah (orang) % 
·--·-

!Ia I 3,71 
··- ---

lib I 3,71 
------ -·- -

Iic 4 14,81 

lid I 3,71 
-------- -- -- -·-

lila 6 22,22 

lllc 9 33,33 

llld I 3,70 

IVa 4 14,81 

Tenaga Sukwan 2 7,42 
-------- - --

Jumlah 30 100,00 
-- ----- -. -Sumber Kantor Dmas pengelolaan Lmgkungan Il1dup Kabupaten Aceh Tengah, 

2017 (d1olah) 

Bcrdasarkan Tabel 2.2 di atas, diketahui bahwa pegawaL yang 

mendukung kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupatcn Aceh 

Tengah, yang mempunyai golongan III ke atas, ada sekitar 20 orang atau 

68,97 %. Hasil pengamatan penulis bahwa dari 20 orang pegawai terbanyak 

adalah mereka yang memulai karier atau diangkat sebagai pegawai mulai 

dengan tingk:at pendidikan akademi dan sarjana, dan lllllttmnya masa kerjanya 

kurang dari 20 tahun_ Dari 30 jum!ah pegawai tersebut, ada 2 orang pegawai 
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dengan status sukwan yang dipekerjakan sebagai tenaga kebersillan dan 

keamanan. 

Apabila kita libat Komposisi pegawat dari latar belakang pendidikan 

yang mereka tempuh, tidak seorangpWl yang mempunyai latar belakang 

pendidikan dari sarjana pertambangan, geologi maupun elektro, yang sesuai 

dengan tugas dan fimgsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

6. Keadaan Kcuangan I Finansial 

Keuangan/ finansial merupakan salah satu surnber yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fimgsi organisasi, dan merupakan tulang 

punggung bagi tcrselenggaranya aktivitas suatu orgamsasi. Tersedianya 

anggaran selain faktor sumber daya manusia dan sarana memegang peranan 

penting dalam kegiatan organisasi. 

Untuk me1abanakan aktivitasnya, Dinas Penge1o1aan Lingkongan Hidup 

K.abupaten Aceh T engah tergantung pad a tersedianya dana melalui APBD 

Kabupaten Aceh Tengah. Dan menwut infonnasi anggaran untuk Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah ada dua jenis 

anggaran yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 

a. Anggaran rutin untuk tahuu anggaran 2017 berjumlah Rp. 

569.933.110,00,- yang diperuntukan: 

1) Belanja Pegawai : 438.533.110,00 76,95% 

2) Be1auja Barang 80.000.000,00 14,04% 

3) Biaya Pemeliharaan 17.000.000,00 2,98% 

4) Biaya peJjalanan Dinas 28.700.000,00 5,04% 

5) Belanja Lain· lain 5.000.000,00 0,88% 

Jumlah ·569.933.110,00 100,00% 
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Dari data di atas, nampak bahwa biaya perjalanan dinas yang 

digunakau wttuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupalcn Aceli Tengah hanya 5,04 %, sedangkan 

dana belanja lain-lain yang digunakan untuk kesejahteraan pegawat 

sebanyak 0,88% dari jwnlah anggaran yang dialokasikan. 

b. Untuk talmo anggaran 2017, dialokasikan anggaran rutin sebesar Rp. 

683.737.608,00, yang diperuntukan: 

1) l3elanja Pegawai : 49l.l22.608,00 71,83% 

2) Belanja Barang 84.715.000,00 12,39% 

3) Biaya Pemeliharaan : 41.000.000,00 5,99% 

4) Biaya peijalanan Dinas 32.900.000,00 4,81% 

5) Belanja Lain-lain 34.000.000,00 4,97% 

Jumlah : 683.737.608,00 100% 

Dari data di atas menunjukan bahwa untuk: tahun anggaran 2017 

tcrdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 113.804_498 dibandingkan dengan 

tahun 2001, tctapi untuk prosentasc masing-masing penggunaan 

mcngalami penurunan. Untuk tahun 2017 ada kebijakan dari Bupati Acch 

T cngah untuk mengalokasikan biaya opcrasional sebcsar Rp. 

20.000.000,00 yang dimasukan pada pos belanja lain-lain. 

c. Angganm pembangunan tal1un 2017 Rp. 280.000.000 yang digunakan 

tmtuk empat jenis proyek yaitu: 

- proyek pembinaan dan penertiban terhad.ap pengusaha galian golongan 

c; 

- proyek pengendalian dampak lingkungan; 
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- pmyek pengadaan alat-alat laborntorium; 

- proyek neraca kualitas lingkungan hidup daerah. 

d. Untuk tahun anggaran 2017, Din as Pengelolaan Lingknngan Hidup 

dialokasikan anggarnn pembaugunau sebesar Rp. 715.000.000,00 untuk 8 

(Delapau) proyek, yaitu: 

- proyek inte:nsifikasi penertiban perijinan air bawah tanah (ABT) dan 

bahau tarnbang; 

- proyek pengeudalian dampak lingkungan; 

- proyek inventarisasi dan pemetaan potensi bahan tambang dan air bawah 

tanah (ABT); 

- proyek penataan dan pemulihan penambangan galian golongan c; 

- proyek penyusuuan neraca kualitas Iingkuugan hidup daerah (NKW) 

2002; 

- proyek peningk:atan sarana laboratoriwn untuk analisa limbah cair; 

- proyek pengembangan informasi dan peningkatan peran masyarakat 

dalam pcngelolaan lingkungan. 

- Proyek peningkatan sarana laboratorium untuk analisis limbah cair 

- Proyek rehabilitasi Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Untuk tahun anggaran 2017, ada kcbijakan dari I3upati Aceh Tengah 

bahwa anggaran rutin maupun pembangunru.1 ditambah tennasuk adanya biaya 

operasional Hal tersebut ootuk meningkatkan kineija Dinas pengelolaan 

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tLtiuan dan misi organisasi. 
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7. Keadaan sarana kerja 

Sarana kelja merupakan salah satu sumber yang mendukung pelaksanaan 

tugas dan fi.mgsinya dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi. Para 

pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya apabila 

tanpa disertai pera1atan ketja, sehingga apabila tidak ada sarana kerja yang 

memadai maka akan menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugasnya_ 

BegitupuJa dengan kehadiran komputer sebagai salah satu teknologi 

yang dapat mempedancar pekeijaan, apabila di suatu organisasi telah 

dilengkapi dengan sarana komputer disertai adanya pegawai yang menguasai 

pengoperasiannya akan memperlancar pekerjaan. Disamping itu adanya 

kendaraan untuk operasional ke lapangan juga turut menentukan terbadap 

kineJja organisasi, sehingga pemberiao pelayanan kepada masyarakat dapat 

dilaksaoakao. 

Gedtmg yang digunakan untuk Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup 

merupakan gedung lama bekas Dinas Perhutanan Konservasi Tanah (PKT) 

dengan kondisi yang masih bagus dan layak pakai dengan luas 120 m2. 

Sedangkan meubuler yang terdiri dari meja biro, meja Y2 biro, kursi, filing 

kabinet, kursi rapat, meja rapat, lemari kayu, lemari besi, rak besi,dispenser, 

TV, kursi tamu, kipas angin dan lain-lainnya sebagian berasal dari Bagian 

Lingkoogao Hidup Sekretariat Daerah dao sebagian lagi meropakao barang 

barn. 

Untuk !chili jelasnya sarana yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh ·rengah nampak pada tabel2.3 berikut ini: 
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Tabel2.3 
Sarar.a Ke.rja Dinas Pengclolaan Lingkungan Hidup 

Kabuuaten Aceh Tene:ab, 2017 .. 
No 1

1 J enis Barang Jumlah Kcterangan 

CJ---J . 
Komputer 4 unit 2 unit kurang baik 

l 2 unit baik 
2 I Mesin Tik 3 unit I baik 

i 2 kurang baik 
3. ' Mcubuler 78 unit 72 baik 

6 kurang baik 
4 Kendaraan roda 2 3 tlllit Baik 
5. Kendaraan roda 4 2 unit Baik 

Sumber: Dtnas Pengelolaan Lmgkungan H:idup Kabupaten Acch Ten.gah, 2017 (dtolah) 

Dari Tabel 2.3, nampak bahwa sarana untuk: menunjang kegiatan Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagian kondisinya baik karena pengadaan bam 

setelah terbentuknya Dinas, sedangkan sebagian lagi kondisinya kurang baik: 

karena sarana tersebut di bawa dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah. 

Sarnna komputer yaug ada barn ada 4 unit dengan kondisi 2 unit baik dan 2 

unit kurang baik, apabila dibandingk:an dengan volwne pekerjaan di setiap 

ruangan memerlukan saran a komputer, dengan demik:ian basil pengamatan masih 

kekurangau 2 unit komputer lagi. Sehingga dalam operasionalnya untuk 

melaksanakan pengetikan yang menggunakan komputer terpaksa dilaksanakan 

secara bergilir (gantian}, atau menggunakan mesin tik manual. 

Kendaraan dinas yang mendukung operasionalisasi tugas ke lapangan, roda 

empat hanya ada 2 unit yang digunakan satu oleh Kepala Dinas, dan yang satu 

oleh Kasubdin Pengawasan dan Pengendahan. Sementara ito roda dua ada 3 unit 

yang digunakan satu oleh kasi perijinan, satu oleh kasubag kepegawaian dan satu 

lagi olch kasi bina usaha. 
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Mengenai kendaraan ini senng mcnjadi kendala apabila para pegawai 

mengadakan pemantauan dan monitoring atau kunjungan ke lapangan seperti 

untuk melayani masyarakat yang meminta izin penambangan dan air bawah tanah, 

sebelwn diberikan ijin perlu diad.akan peninjauan ke lapangan, sedangkan 

lokasinya sangat jauh dari kantor, maka w1tuk mengatasinya menggunakan 

kendaraan umum dengan beberapa kali ganti kendaraan. 

B. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di dalam penelitian, maka isi Bah IV akan 

dikelompok.an dalam Tiga sub-bah. Ketiga sub-bah ini diharapkan dapat 

menjawab permasalahan tersebut. Sub-bah pertama berisi kineija organisasi Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dalam konteks 

penelitian ini dilihat dari indikator akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas. 

Kemudian dilanjutkan dengan sub-bah kedua berisi pembahasan bebempa 

variabel yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Adapun variabel-variabel pengaruh yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah variabel struktur organisasi, variabel sumber daya manusia, dan variabel 

finansia1. Sub-bah ketiga, berisi keterkaitan antara variabel struktur organisasi, 

somber daya manusia dan fmansial dengan kinerja organisasi Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. 
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1. Kinerja Organisasi Dlnas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Aceh Tengah 

Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, daiam melaksanakau tugas pokok 

dan fimgsinya serta kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk 

pertambangan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi, maka dalam pembahasan 

ini akan mencoba menganalisis pencapaian k:inerja Bagian Lingkungan Hidup 

yang kemudian berubah menjadi Dinas Pengelo!aan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah yang dilihat dari indicator : 

a. Akuntabilitas 

Dalam kaitannya dengau akontabilitas ini akau dilihat dari tingkat 

konsistensi antara kebijakau dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dengao aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaao lingkungan dao 

pertambaugan, tingkat kemampuao meningkatkan ~· dan kepedulian 

aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan Lingkungan, tingkat upaya 

rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan_ 

Akuntabilitas organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Aceh Tengah, dapat dilihat pelaksanaan mts; yang pertama yaitu menerapkan 

berbagai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan lridup. Kewenangan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup tennasnk pertambangan yang telah diberikan 

kepada dinas, telah dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan antara 

lain: kebijakan ekstemal berupa penmdang-undangan tentang pengelolaan 

hngkungan hidup baik bempa kcbijakan pusat maupun daerah (Propinsi), 
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sedangkan kebijakan internal yaitu berupa kebijakan yang sasarannya melalui 

dinas itu sendiri antara lain: peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang 

berhubungan dengan kebijakan tentang pe~gelolaan lingkungan hidup tennasuk 

pertambangan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada dinac; itu 

sendiri di dalam menetapkan sam cara melalui penetapan kebijakan, program dan 

kegiatan. Alas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah telah menelllpkan enam 

kebijakan sebagai landasan di dalam menentukan arab tercapainya sasaran dan 

tujuan secara tepat dan kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana 

strategis yang secara global dapat mencerminkan semua aktivitas I kegiatan 

seperti yang diamanatkan dalam keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 

2016 teotang Organisasi dan Tata keija Dinas Pengelolatm Lingkungan Hidup 

Kahupaten Aoeh Teogah, dan telah sesuai dengan cakupan bidang tugas yang 

menjadi garapan pada masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga dengan 

penetapan kebijakan yang ada pada dinas dapat menetapkan sasaran. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah merupakan penjabanln dari Qanun Nomor 3 tabun 2012 

tentang Program Pembangunan Daerah K.abupaten Aceh Tengah Tabun 2012-

2017, diantaranya kebijakan untuk mewujudkan dan memulihkan lingkungan 

hidup, agar tetap texjaganya keseimbangan kehidupan, kebijakan meningkatkan 

pengawasan dan pengendalian penanganan lahan pasca tambang (reldarnasi), 

kebijakan mengendalikan perkembangan kegiatan pertambangan untuk menjaga 
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kelestarian lingkungan dan kebijakan memberdayakan I memfungsikan lahan-

lahan bekas penambangan untuk menghindari kerusakan laban banjir dan erosi 

serta kebijakan mempertahankan luas dan batas-batas kawasan yang telah 

ditentukan agar tidak diperbolehkan untuk dikonservasi atau dialihfungsikan pada 

jenis kegiatan lain. 

Dibentuknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana 

WaWllllcara dengan Bupati.Aceh Tengah Menyatakan: 

"dalam melaksanakan otonomi daerah, kami sedang melaksanakan penataan 
kelembagaan dan kctatalaksanaan pemerintah daerah sebagaimana telah tertuang 
di dalam Propeda Kabupaten Aceb Tengah Tahun 2012-2017 dengan tujuan untuk 
menyemplmmkan sistem kelembagaan 11paratur pemerintah daerah, managcmen 
pemerintahan umwn dan pembangunan agar efisien dan efektif di lingkungan 
pemerintah daerah yang mchputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi, 
mekanisme keija, dan peratwan penmdang-undangan yang memadai guna 
menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat. 
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian anlBra tugas dan fungsi, 
struktur organisasi dan kualifikasi maupun jumlah pegawai, serta terbangunnya 
hubungan kerja antar organisasl pemerintah dan organisasi masyarakal Dan untuk 
melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dalam 
mewujud.kan misi meningkatkan pemerataan pembangunan daerab. yang 
berwawasan lingkunga.n, maka salah satunya dibentuk Dinas Pengelolaan 
Lingkungao Hidup". 

Pemyataan tersebut menjelaskan bahwa maksud dirubahnya Badan 

Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup adalah untuk melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup termasuk 

pertambangan. 

Dalam menerapkan berbagai kebijakan baik yang tertuang dahun Perda 

Kabupaten Aceb T engah maupun dalam Keputusan Bupati. Aceh Tengah Nomor 

17 Tahun 2015 serta Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 820/Kep.l68-

DPLH/2015, masih ada togas yang harus ditangani oleh Dinas Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup tetapi bel urn tertuang secara formal dalam kebijakan tersebut 

Sebagaimana basil wawancara dengan Kepala Dinas bahwa: 

"kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Aceh Tengah belum semuanya mencenninkan aspirasi masyarakat, 
karena dalam kebijakannya belum mempunyai perangkat hukum sendiri sebagai 
payung dalam menjalankan kebijakan, dan saat ini kegiatan yang dilaksanakan 
masih mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Aceh 
seperti pengelolaan Danau Lut Tawar. Hal tersebut disebabkan dalam pcmberi;u1 
nama Dinas Pengelolaan J jnglcungan Hid up belmn bisa menampung semua 
kebijakan dan kegiatan organisasi yang ada dan terkesan seolah-olah hanya 
menangani kegiatan Iingkungan hidup saja, sementara kegiatan yang lain yang 
harus ditangani seperti pertambangan dan energi belum terkaper, schingga masih 
ada masyarakat yang mengurus Sura! lzin pertambangan yang datang ke Propinsi, 
karena masyarakat mengira di Kabupaten belum ada dinas yang menangani 
pertambangan". 

Pernyataan yang dikemukakan Kepala Dinas tersebut menjelaskan bahwa 

pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dinas belum sepenuhnya sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Hal tersebut disadari bahwa sebagai dinas yang barn 

dibentuk, maka dalam pelaksanaannya masih dalam tarap pembuatan perangkat 

hukum sebagai payung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Hal tersebutjuga diakui oleh Sekretaris DPRK: 

"bahwa dinas-dinas yang barn dibentuk umumnya belwn mempunyai 
perangkat hukum sebagai aspek legal formal dalam menjalankan tugas dan 
fi.mgsinya karena sebagaimana dinas yang baru maka kami berprinsif sambil jalan 
maka perangkat hukum kami benahi dengan harapan semua kegiatan dinas dapat 
menampung aspirasi masyarakat. Begitupula dengan Dinas Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, belum semua kebijakan dan kegiatan yang menyangkut 
masyarakat yang hams dilayani seperti lingkungan hidup, pertambangan dan 
energi tertuang semuauya dalam perda sementara ini kegiatan dinas hanya 
berlandaskan pada Perda pembentukan dan Keputusan Bupati tentang SOTK saja. 
Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat semua perangkat huk:urn dapat kami 
tuntaskan termasuk perda tentang lingkungan hidup, pertambangan dan energi. 

Dari pcmyataau tcrscbut terlihat bahwa perangkat hukum merupakan acuan 

atau landasan yang sangat dipcrlukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan 
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tugas pokok dan fungsinya. Tetapi berdasarkan basil pengarnatan dan data yang 

ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah ternyata 

dalam melaksanakan togas pokok dan fungsinya bam berlandaskan pada Perda 

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tah1Dl20l6 tentang Pembentnkan Perangkat 

Daerab, Lembaga dan Badan di Kabnpaten Aceh Tengah, Keputnsan Bupati 

Nomor 17 tahun 2016 tentang Orgaoisasi dan Tata ketja Dinas pengelolaao 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan Surat Keputnsan Bupati Aceh 

Tengah Nomor 820/Kep.168-DPLH/2016 tentang Pelimpahan sebagian 

wewenang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup 

termasuk: pertambangan dalam hal penandatanganan surat izin/rekomendasi 

kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. 

Adapun wewenang yang dilimpahkan diantaranya penandatanganan surat 

ijinlrekomendasi tentang snrat ijin usaha pertambangan (SlUP), snrat ijin 

pengeboran (SIP), Snrat ijin pengambilan air (SIPA) bawah tanah, Snrat ijin 

pengelolaan li.mbalt (SIPL), Surat ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah 

tanah (SIUP ABT), Snrat ijinjuru bor (SUB) dan surat ijin eksplorasi(S!E). 

Sedangkan notnk kegiatan-kegiatan yang ada yang menyangkut lingknngan 

hidup, pertambangan dan energi belnin ada perangkat hukwn yang dijadikan 

acuan dan masih dalam proses pembahasan di DPRK Kabupaten Aceh Tengah. 

Untnk beljalannya kegiatan dinas masih menggunakan perangkat hukum dari 

pemerintah pusat dan Propinsi Aceh . 

Sementara itu dalam upaya meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur 

dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan, Dinas Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup berusaha membuat program pengembangan SDM melalui pembinaan 

aparatur dan masyarakat dengan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya 

mengadakan penyuluhan pengelolaan SDA dan lingkungan Iridup kepada aparatur 

dan masyarakat dengan jumlah peserta 50 orang, mensosialisasikan penerapan 

AMDAL,UKL,UPL bagi kegiatan usaha kepada 30 perusahaan yang ada di 

Kabupaten Aceh Tengah, dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan 

lingkungan llidup kepada 50 orang warga masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan, kegiatan yang dilaksanakan dinas tersebut bam 

sampai pada tahap pencapaian target peserta dan penyampaian materi, sedangk:an 

hasil (outcome) dari kegiatan tersebut belwn terealisasi. Sebagaimana pemyataan 

salah seorang peserta penyuluhan SDA dan lingknngan, menyatakan bahwa: 

" pada waktu penyuluhan kami diberi materi tentang penegakan huknm 
lingknngan, penerapan studi AMDAL, UKL dan UPL, dan penataan pemukiman 
yang berwawasan lingknngan Setelah itu belmn kami terapkan, karena masih 
bingung sebab menurut hemat kami yang perlu diberi penyuluhan adalah mereka 
yang melanggar peraturan, seperti perusahaan yang tidak membuat dokumen 
AMDAL, UKL dan UPL, para penambang liar schinggajelas sasarannya". 

Pcmyataan tersebut, jelas bahwa penyuluhan yang dilaksanakan belum 

sesuai dengau sasaran (target group) seperti para penambang liar dan perusahaan 

yang tidak melengkapi dokumen AMDAL, padahal sebagairnana Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 2009 tentang AMDAL, bahwa AMDAL mcrupakan 

salah satu syarat pemberian ijin usaha. 

Sclain itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuau dan kemampuan teknis 

para pegawai Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup diik.utsertakan pada Diklat 

AMDAL, Pertambangan dan penjenjangan karier aparatur, yang dilaksanakan 
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baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun lingkat Nasional secara bergantian 

sejak lahun 2012 sampai sekarang, sebagaimana tercantum dalam tabel2.4 : 

No 

I. 

2. 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

Tabel2.4 
Realisasi Pelaksanaan Diktat yang diidkuti Oleh Pegawai Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hid up Kabupaten Aceh Tengah 

Jenis Dlk!at yang diikuti Tempat Diklat Jumlah PNS yang 
diikutsertakan 

(Q,.ng) .. 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Aceh Tengah 5 
pemerintah 
Training of Trainer (TOT) AMDAL, Jakarta 2 
UKLdan UPL 
Diklat Tckms Pungsional Aceh Tengah I 
Kep~gaWlll8ll 
Diklat Adum Eselon IV Aceh Tengah 4 
Pelatihan Pelaksanaan Inspeks1 Bandung 2 
Tambang (Pfl) 
Pelatihan dan Penyuluhan Aparatur di Bandung 5 
hi dang pertambangan dan energi 

• Angkatan II 
Kursus dasar -dasar AMDAL Ban dung 4 
(AMDALA) 
sungai (DAS) Ban dung I 
Diklat teknis bendaharawan daerah 
tahun anggaran 2001 
Diklat teknis substanlif peri.ndustrian Bandung 2 
dan perdagangan bidang penyusunan 
dan pengendalian lingkungan 

Sumber: Dmas Pengelolaan Lmgkungan H1dup kabupaten Aceh Tengah, 
Talmn 2017 

Bcrdasarkan tabel 2.4 di atas, diketahui bahwa para pegawai diikutkan 

pada berbagai jenis dildat diharapkan agar aparatur mempllllyai kemampuan 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fugsinya. 
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Kebijakan dan kegiatan tersebut agar aparatur dan masyarakat mempunyai 

kepedulian untuk mengelola SDA dan lingkungan hidupnya. Hal tersebut 

dipeijelas dengan basil wawancara d~gan Kepala Sub Dinas: 

" kami menyadari babwa saat ini tingkat kepedulian aparatur dan 
masyarakat terhadap SDA dan lingkungan masihjauh dari harapan. karena setiap 
kegiatan manusia selalu berhubungan dengan Jingkungan hidup, tanpa disadari 
setiap aktivitas maousia menimbulkan gangguan pada lingkungan, seperti dalam 
rumah tangga setiap hari membuang sampah, kendaraan mengeluarkan polusi, 
pabrik membuang limbah, dan sebagainya. Hal tersebut telah mempengaruhi 
ekosistem lingkungan hidup. Untuk itu maka perlu adanya upaya baik dari 
aparatur itu sendiri maupun warga masyarakat agar mempunyai kepedulian 
terbadap SDA dan lingkungan. 

Pemyataan tersebut, juga dikemukakan oleh seorang Kepala Seksi bahwa: 

"tmtuk upaya pencegahan dan penanggulangan pcncemaran akibat dampak 
dati jenis usaba atau kegiatan terbadap lingkungan, serta upaya pemulihan dan 
pelestarian daya dukung fungsi lingkungan alabat usaba atau kegiatan, kami telab 
merancang Keputusan Bupati tentang jenis usaba atau kegiatan yang wajib 
dilengkapi Analisis mengenai dampak Jingkungan (AMDAL) dan upaya 
penumtauan lingkungan (UKL dan UPL) serta melapotkan sural pemyataan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SP3L). Dimana setiap kegiatan /usaba 
sebelum oprasionalisasinya perlu menyusun dokumen AMDAL,UKUUPL atau 
SPJL tergantung jeuis kegiatan/usahanya sebagai salah satu persyaratan ijin 
usaha, dan bagi mereka yang tidak menyertakan dokumen tersebut akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikannya ijin usaha dan ijin 
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku". 

Dari pemyataan tersebut, diketahui bahwa Dinas pengelolaan Lingkungan 

Hidup berusaha untuk meningkatkan- kepedulian aparatur dan masyarak:at 

terhadap SDA dan lingkungan. Selain hal tersebut di atas, upaya yang dilakukan 

oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pral<:ma dan 

kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan ialah dengan 

mengadakan pemantauan dan pembinaan pada kegiatan usaha I industri yang 

mencakup aspek pengelolaan linglctmgan dan pcngambilan air bawah tanah juga 
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pertambangan. Adapun kegiatan Lersebut dilaksanakan dengan menggunakan 

Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, sedangkan sega1a 

pembiayaan untuk: pembinaan dan pemantauan tersebut dibebank:an kepada 

anggaran rutin dan pembangunan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh T engah. Dan pada akhir pelaksanaan tugas diwajibkan 

memberikan laporan dalam bentuk berita acara pemantauan I pembinaan kepada 

kepala dinas. 

WalaupWI berbagai upaya telab dilaksanakan agar aparatur dan masyarakat 

mempunyai tingkat prakarsa dan kepedulian terhadap SDA dan lingkungan tetapi 

berdasarkan pengamatan dan data yang ada, tingkat prakarsa dan kepedulian 

aparatur dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat salab 

satuoya dari masih adanya perusahaan yang belum menyusun dokum.en 

AMDAL,UKUUPL manpWI SP3L Dari jumlab perusahaan yang ada di 

Kabupaten Aceh Ten gab pada tabun 200 l sebanyak 101 perusahaan besar, sarnpai 

saat ini barn tercatat 50 perusahaan yang telah mempunyai AMDAL,UKL dan 

UPL maupun SP3L, sedangk:au dari 51 perusahaan lainnya sampai saat ini barn 24 

perusahaan menyampaikan dokumen UPL,UKL dan SP3L ke Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceb Tengab. 

Sesuai dengan aturan bahwa perusahaan diwajibkan memberikan laporan 

tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan per enam bulan sekali, tetapi 

kenyataannya yang melaporkan hanya ada 15 perusahaan yang menyarnpaikan 

laporan sccara mtin. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa tingkat 
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kesadaran dan kepedulian para pengusaha terhadap pengelolaan lingkungan masih 

perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan salah seorang pegawai perusahaan 

menyatakan bahwa: 

" kami selaku fihak swasta selalu ingin mentaati peraturan yang ada jangan 
sampai perusahaan kami ditutup gara-gara tidak m.entaati peraturan, sebetulnya 
kami telah menyampaikan laporan tentang pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan perusahaan kc Dinas perindustrian secara rutin setiap enam bulan 
sekali Dan kami belum tabu bahwa sek:arang harus disampaikan ke Dinas 
Pengelolaan Lingkungan Hidup". 

Pemyataan tersebut, menjelaskan bahwa fihak swasta selalu ingin mentaati 

peraturan, tetapi disisi lain keberadaan Dinas itu sendiri sebagai dinas yang baru 

belwn diketahui oleh pihak perusahaan. Untuk: itu maka pedu upaya 

mensosialisasikan kembali tentang tugas-tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, agar sernua masyarakat mengetahui serta peduli aklln 

perlunya pengelolaan lingkungau SDA dau lingkungan. 

Berdasarkan basil pengamatan dan data yang ada, permasalahan lain yang 

dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengelola SDA dan 

lingkungan adalah pencemaran. Dan sesuai dengan buku pedoman yang 

dikeluarkan oleb Mentcri Negara Lingkungan Hidup, sumber -somber pencemaran 

yang perlu diperbitungkan dalam evaluasi terbadap beban pencemaran adalah: 

pencemaran udara, pencemaran air dan pcncemaran limbah padat. 

a. Tingkat pencemaran udara di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan uji 

petik kualitas udara yaug dilakukau PPLH-UNSYIAH Tahur 2012 

bckerjasama dengan bagian linglamgan hidup dibeberapa lokasi di 

Kabupaten Aceh Tengah yang dianggap menerima dampak pencemaran 
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balk yang bersumber dari emis bergerak akibat padatnya lalu lintas 

kedaraan bennotor (roda dua maupun roda empat), maupun sampel yang 

berdekatan dengan lokasi pabrik atau industri. Ada beberapa lokasi yang 

memmjukan angk:a tertinggi atau mendekati ambang batas untuk Nox (92,5 

ug/m kubik) yailu: 

pertigaan masuk South Pasific (lndustri) besar 74,41 ug'm kubik 

perapatan jala depan kantor Kecamatan Aceh Tengah sebesar 74,41 ug'm 

kubik 

depan Kantor Pegadaian Pasar rebo sebesar 71 ,41 ug/m kubik 

terminal sadaug sebesar 70,44 ug'm kubik 

lainnya di bawah 2.260 ug'm kubik 

Sedangkan unsur C02 (92,5 ug'm kuhik) terletak dilokasi : 

Karupung Taroko sebesar 2.240 ug'm kubik 

Terminal Simpang sebesar 2.020 ug I m kubik 

Depan Kantor Pegadaian Pasar rebo sebesar 2.112 ug I m kubik 

Perapatanjalan Depan Kantor Kecamatan Aceh Tengah sebesar 2.211 ug/m 

kubik 

Lainnya di bawah 2.000 ug'm kubik. 

b. pencemaran air &ialah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat atau 

energi dan komponen lain ke dalam air I badan air dan berubalmya tatanan 

air oleh kegiatan manusia oleh proses alam sehingga kualitas air turun 

ketingkat tertentu yang menyebabkan air tersebut menjadi kurang atau 

tidak bertungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. lnventarisasi sumbcr-

43460.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



99 

sumber pencemaran air di Kabupaten Aceh T engah an tara lain berasal dari 

effiuent indust:J.i pengolahan dan limbah domestik, sedangkan dari kegiatan 

lain belum diperhinmgkan. 

Dari data yang ada hasil analisis terhadap limbah cair dari 19 industri 

textil, kertas, Cat, bumbu dan industri keramik yang dilak:ukan oleh Perum 

Jasa Tirta ll pada tahun 2000 yang dijadikan sampel, Jerdapat 6 industri 

yang parameter BOD dan COD dari limbah cairnya tinggi, yaitu PT 

Hanseung Betel Textil, PT Taroko Indonesia, PT Artha Graha Mulya, PT 

Hakim Bangun Prima, PT Gede Karang dan PT Nipsea Paint. Masih 

tingginya parameter tersebut di atas kemungkinan !PAL yang ada tidak 

dioperasikan, kapasitas IP AL sudah tidak mencukupi di atas lP AL yang 

ada I dibuat tidak mementihi standar oleh perusahaan tenebut dan masih 

kurang disiplin dalam mengoperasionalkan IP AL yang mereka miliki. 

Selain itu, pencemaran air yang disebabkan dari kegiatan domestik 

memberikan kontribusi total beban pencemaran limbah cair di Kabupaten 

Aceh Tengah. Hal tersebut disebabkan banyalmya rumah tangga yang 

belwn memiliki sarana pembuangan limbah cair yang disebabkan oleh 

masib rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan masyarakat dan 

pentingnya upaya pengolahan limbah domestik terhadap beban 

pencemaran lingkungan dan kelestarian lingkungan hid up. 

c. pencemaran limbah padat, adalah akibat buangan berupa padatan lumpur, 

atau bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan baik dari industri 

maupun kegiatan dotnestik 
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Dari data tersebut, menunjukan bahwa tingk:at kepedulian masyarakat 

terlmdap SDA dan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian upaya 

yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemda Aceh Tengah dalam bidang 

peningkatan fungsi lingkungan hidup, yang diarahkan guna mewujudkan dan 

memulihkan lingkungan hidup agar tetap terjaga keseimbanganuya melalui 

pembinaan dan peugelolaan bngkungan hidup, penataan boknm kelembagaan 

pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran serta 

pemulihan kualitas lingkungan hidup belum tercapai. 

Sedangkan upaya yang dilaksanakan Dinas pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah untuk merehabilitasi kerusakan sumber daya alarn dan 

lingkungan, hal tersebut sesuai dengan Peiaksanaan misi yang kedua, 

meningka1nya kehandalan dinas dalam penegakan pengawasan dan pengendalian 

yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tujuan 

meminimalisasi dampak kerusakan SDA dan liugkungan hidup. Adapun 

sasaranya adalah terkendalinya eksploitasi dan eksplorasi SDA, kerusakan 

lingkungan dan pencemaran air. tanah serta udara. Untuk melaksanakan misi 

tersebut dibuat kebijakan yaitu memanfaatkan potensi SDA yang berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

terhadap potensi SDA dan liugkungan hidup. 

Adapun prograru yang dilaksauakan yaitu pengembangan peniugkatan 

pengelolaan lingkungan hidup dalarn pengendalian SDA dan lingkungan hidup, 

dengan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh Tengah, sebagaima.na tercantum dalam tabel2.5 
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Tabel2.5 

Rencana dan Realisasi Kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hid up 

Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Tahun 2012-2017 

No Jenis Kegiatan Rencana Realisasi Keterangan 

I. menyusWI bulru N"""a Kualitas 3 bulru 3 bulru Untuk tahun 
Linglrungan Hidup Daetah (NKLD) l.Ultuk 2017 masih 
dijadikan acuan dalam berbagai kegiatan dalam proses 
baik pengusaha mauptm masyarakat 
me1aksanakan pembinaan dan pemantauan 

2. rehabilitasi hutan, tanah, air dan udara 4kali 4 kali 
m'!.!aksanakan monitoring pada usaha yang 
menggunakan air bawah tanah (ABl) 

3 melaksanakan pengawasan dan monitoring 20 prshn 20 prshn 
kegiatan usaha pertambangan 
melaksanakan pengawasan dan monitoring 

4. pencerrllUan!UnbahindusUi 17 prshn 17 prshn 
melilionakao intensifikasi penertiban 
ABT, pertambangan dan non PLN 

5. mengadakan ,,. ... peralatan 48 prshn 48 prslm 
laboratorium. 

Sumber. Dmas Pengelolaan Lmgkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Talmn 2017 

Dari tabel 2.5, jelas bahwa kegiatan yang dllaksanakan di atas dalam rangka 

pelaksanaan kebijakan Dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

terhadap SDA dan pengelolaau lingkungan hid up. Dari rencana bclum seluruhnya 

terlaksru1a seperti untuk melaksanakan intensifikasi penertiban ABT, 

pertrunbangaLl dan non PLN barn mencapai 43,33 % perusahaan pemakai ABT 
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yang mempWiyai SIP ABT, sehingga perlu kerja keras dari aparatur Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Adanya buku NKLD diharapkan dijadikan pedoman dalam menyusun 

kebijakan pembangunan yang berwawasan Iingktmgan, sedangkan pembinaan, 

pemantauan, pengawasan dan monitoring dengan tujuan adanya perubahan prilaku 

masyarakat yang dlbi.u.a, peru.sahaan memenuhi standard baku mutu lingkungan, 

terkendalinya penggwiaan air bawah tanah, mendorong perusahaan untuk 

mempunyai SIPD serta mendorong peningkatan permohonan ijin ABT, 

pertambangan dan energi. 

Selain itu upaya yang dilaksanakan Dinas pengelolaan Li.ngkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah untuk. merehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan 

lingkungan sesuai dengan Pelaksanaan misi yang keemJXIt, meningkatkan upaya 

pemulihan dan rebabilitasi kerusakan SDA dan linglrungan hidup, deugan tujuan 

meningkatkan rehabilitasi dampak kerusakan lingkuugan. Adapuu sasaranuya 

adalah berl'Ufangnya tingk:at kerusakan lingkuugan. Untuk mencapai sasaran dan 

tujuan tersebut dibuat kebijakan yaitu meningk:atkan pengawasan dan 

peugendaban kerusakan lingkungan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: 

a. melaksanakan pembinaan kegiatan reklamasi terhadap laban bekas galian 

golongan c, dengan cara melaksauakau kegiatan pengukuran dan pembinaan 

terlladap pengusaha galian c dengan membuat pemetaan dan plot reklamasi, 

b. monitoring dan evaluasi basil pengawasan dan pengendalian, dengan kegiatan 

mengadakan pelatihan I penyuluhan kepada 50 orang pengusaha I penambang, 
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dengan harapan meningkatnya kesadaran para pengusaha galian golongan c 

dalam hal pengawasan dan pengendahan dampak lingkungan, 

Selain kegiatan tersehut, Dinas Pengelolaau Lingkungan Hidup bekerja 

sama dengan Dinas pertambangan Propinsi telah melakukan reklamasi di lahan 

bekas tambang gahilll golongan c yang berlokasi di Kecamatan Atu Lintang, 

dengan luas 5 (lima) ba. Hal tersebut sesuai dengan basil wawancarn dengan 

Kepala Sub Dinas, yang menyatakan babwa: 

" kegiatan pertambangan disamping mempunyai dampak: positif juga 
mempunyai dampak negatif yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat di 
sekitar lokasi kegiatan. Dampalc negatif yang dapat terjadi akibat kegiatan 
penambangan antara lain berupa gangguan tcrhadap kondisi sosial masyarakat, 
pencemaran air dan udara, kerusakan lingkungan dan hilangnya fungsi lingkungan 
lahan pasca peuambangan. Terjadinya dampak negatif ini secara umum 
disebabkan oleh kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali, yang dilakukan tanpa 
perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta tidak: mengikuti 
kaldah-kaidah yang benar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalarn upaya 
merehabilitasi lahan pasca penambangan tersebut, Kami bersama-sama Dinas 
pertambangan Propinsi Aceh telah melakukan reklarnasi yang mudah-mudahan 
kegiatan tersebut dijadik:an contoh bagi para penambang dalam melakukan 
reklamasi lahan bek:as penambangan dan terciptanya kegiatan usaha 
pertambangan yang berwawasanlingkungan serta teljaminnya pemanfaatan fimgsi 
lahan". 

Dari pemyataan tersebut jelas bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan 

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceb Tengah dan Dinas 

Pertambangan Propinsi Aceh merupakan suatu kegiatan yang perlu dijadikan 

contoh oleh para pengusaha/penambang. 

Berdasarkan pengarnatan, mengenai laban bekas tambang yang telah 

direklarnasi di Kabupaten Aceh Tengah, yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah 

bam dua lokasi yaitu satu dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Aceh 

yang bekerja~d.lna dengan Dinas Pengelolaan Liugkungan Hidup Kabupaten Aceh 
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Tengah pada tahun 2018 dengan biaya dari anggaran pembangunan Propinsi 

Aceh, yang kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Perhutani Kabupaten Aceh 

T engah, itupun dilaksanakan karena lahan penambangrumya berada di areal tanah 

perhutani. 

Sesuai dengan Perda Propinsi Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

pengelolaan pertambangan, bahwa yang wajib melaksanakan reklamasi adalah 

para pengusaha/ penambang pada pasca tambang, dengan biaya yang digunakan 

adalah berasal dari Deposito Bank, yang sertifikatnya disimpan di dinas sebagai 

salah satu persyaratan untuk iji.n usaha pmambangan. 

Berdasarkan pengaroatan, lahan bekas tambang sebagian besar dibiarkan 

dan pemulihannya dibiarkan secara alami. Selain itu ada pula yang lokasinya di 

jadikan kolam, atau yang tadiuya berupa bukit atau tebing dijadikan tempat 

tinggal. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa upaya reklamasi yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pengelolaan Lingktlllgan Hidup Kabupaten Aceh Tengah terhadap laban 

pasca tambang belwn optimal dan perlu d.icari jalan keluarnya untuk menangani 

lahan pasca tambang agar menjadi laban produktif. 

b. Responsibilitas 

Dalam kaitannya dengan responsibilitas ini akan dilihat dari apakah 

pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip~prinsip 

administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi, yang diukur dengan 

tingkat pelanggaran pengusaha termasuk penambang terhadap aturan, tingkat 

konloibusl penerimaan pajak pertambangan dan ABT terhadap PAD, tingkat 
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kescsuaian antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika 

perubahan, serta tingkat antisipasi untuk menghadapi perubahan. 

Responsibilitas Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah, dapat dilibat dari pelaksanaan mist yang kelima yaitu 

meningkatkan pembinaan setiap kegiatan usaha melalui integrasi lingkungan 

hidup, dengan tujuan menjadikan kegi.atan usaha yang berwawasan lingkungan. 

Adapun sasaranya adalah tercapainya penerapan penge1olaan 1ingkungan pada 

setiap kegiatan usaha Untuk mencapai sasaran dan tujuan dibuat kebijakan 

memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab Iingkungan, dengan 

program pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan SDA secara 

optimal dan ramah lingkungan. Adapnn kegiatannya adalah mensosiaiisasikan 

tekno1ogi ramah lingkungan kepada masyarakat. 

Se1ain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penge1o1aan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka meningkatkan kesadaran 

masyarakat termasuk pengusaha I penambang terhadap kewajibannya adalah telah 

dilaksanakannya pembinaan dan penertiban terhadap pengusaha bahan galian 

go1ongan c yang dibiayai dari anggar.m pembangnnau pada tahun anggar.m 2017 

dengan target tercapainya tertib administrasi dan teknis pembangunan bagi para 

pengusaha tambang galian golongan c. 

Walaupnn berbagai upaya te1ah dilaksanakan o1eh Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan kesadaran para 

pengusaha I masyarakat, tetapi berdasarkan basil pengamatan dan berdasarkan 
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data yang ada masih terdapat penambang yang tidak mempunyai SIPD (liar). Hal 

tersebut juga dikatakan oleh seorang Kepala Sub Dinas bahwa: 

"masalah yang krusial dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini 
adalah masalah penggalian liar yang dilakukan oleh masyarakat'. Dalam 
menaganinya kami tidak bisa saklek dengan menutup usabanya, karena ada 
pertimbangan lain dalam mencari solusi. Kami menginginkan semua stakeholders 
terlibat dan ikut memikirkan jalan keluamya agar kebijakan yang diambil dapat 
diterima oleh semua stakeholders". 

Da1i pcruyataan tersebut, jelas bahwa masalah penambangan liar merupakan 

salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh Tengah. yang dalam mengatasinya perlu penanganan 

yang sen us. 

Hal tersebut diperkuat oleh pemyataan seorang Kepala Seksi, bahwa: 

"dalam mengbadapi masalab penambang liar bagi kami jadi buab 
sima1akama, karena para penambang liar umumnya mereka adalah masyarakat 
kecil dengan pendidikan mereka yang rendab dan laban yang digarap relatif 
sedikit serta jeniB usaba yang relatif kecil, tetapi berdasarkan aturan mereka 
dibaruskan memenuhi gyarat-syarat untuk kegiatan usaba yang relatif banyak, 
yang otomatis memerlukan pemikiran dan biaya. Karena sesuai dengan aturan, 
para pengusaha dalam mengajukan SIPD disamping hams membuat AMDAL, 
UPL dan UKL, juga harus menyetorkan biaya reklamasi dalam bentuk Deposito 
untuk dijadikan jaminan, dan buku depositonya disimpan di Dinas Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, yang dapat diambil kembali apabila pengusaha!penambang 
telah melaksanakan eksploitasi dan reklamasi atas laban bekas tambangnya". 

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa para pengusaha I penambang belum 

memptmyat kesadaran untuk memiliki SIPD dalam melaksanakan 

penambangannya. Dan berdasarkan basil pengamatan dan data yang ada di Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, babwa jumlab 

pengusaha/penambang yang tidak memiliki SIPD sampai akhir Bulan Mei tahun 

2016 sebanyak 27 pengusaha, dan yang mempunyai SIPD sebanyak 23 

pengusaha. Selain itu, ditemukan pula perusahaan yang menggunakan air bawah 
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tanah (ABT) yang tidak disertai dengan sural tjin pengambilan air (SIPA) bawah 

tanah. Dari 17 pemsahaan pemakai ABT di Kabupaten Aceh Tengah, ada 6 

perusahaan yang tidak mempnnyai SIPA bawah tanah serta tidak ada meteran 

airnya, sedangkan banya 26 perusahaan pemakai ABT yang disertai dengan surat 

ijin. 

No 

1 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabe!2.6 di bawah: 

Tabe!2.6 
Kctaatan Pengusaha I Penambang tcrhadap Atur-an 

Tahnn 2017 

SIPD /SIP ABTI Dokumen AMDAL, 

Jenis Usaha UKUUPUSP3L 

Ada Tidak ada 

Penambang BGGC 23 27 

Jumlah 

50 

~----;- P<makai ABT 26 61 87 

3 Industri 50 51 101 

Sumber. Dmas pengelolaan Lmgkungan Hidup K.abupaten Aceh foogah, Tahun 
2017 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa masih banyak pengusaha yang tidak 

mempunyai ijin dan tidak mematuhi aturan, seperti tidak mempunyai SIPD, SIPA 

ABT dan tidak mempunyai Dokumen AMDAL, UKL/UPL serta SP3L. 

Untuk mengatasi masih banyaknya penambang yang tidak memiliki SrPD 

dan banyaknya perusahaan pemakai air bawah tanah yang tidak mcmpunyai SIPA 

bawah tanah, maka aparat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terns berusaha 

dengan berbagai kegiatan seperti yang telah dikemukakan pada awal bahasan, 
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seperti kegiatan yang dilaksanakan secara periodik berupa bimbingan, pembinaan 

teknis maupun administratif, pemantauan serta melaksanakan pengawasan 

ternadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pllil! pengusaha, baik pengusaha bahan 

gahan golongan c maupun pengusaha pengguna jasa air bawah tanah (ABT). 

Tetapi berdasarkan pengamatan, menunjukan bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

untuk mencapai misi dan tujuan organisasi, belum optimaL Hal tersebut terbukti 

dengan masih banyaknya pennasalahan seperti banyaknya penambang liar, 

pengusaha pengguna jasa ABT yang tidak memiliki SIPA BT dan pengusaha yang 

belum melapork:an basil pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

Apabila kita melihat segi positif dari pengelolaan lingkungan hidup 

tennasuk pertambangan, temyata kegiatan ini telah membuka kesempatan kerja 

dan bemsaha bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan juga dapat 

memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah yang bersangkutan melalui pajak 

bahan galian dan pungutan-pungutan lainnya. Begitupula di Kabupaten Aceh 

Tengah perkembangan usaha pertambangan bahan galian golongan c, seperti 

pasir, sirtu, andesit, kapur dan sejenisnya yang terjadi beberapa tahun belakangan 

ini serta dari pajak pengambilan air bawah tanah (ABT) telah menimbulkan 

dampak positif dalam pembangunan fisik maupun ekonomi. 

Kontribusi penerimaan dari pajak: tersebut untuk di Kabupaten Aceh Tengah 

dapat dilihat dari perkembangan selama 6 (en am) tahun terakhir sebagaimana 

tabel2.7 di bawah ini: 
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Tabel2.7 

Perbandingan Penerimaan Retribusi!Pajak dari Pertambangan Bahan 

Galian Golongan C terhadap PAD Di Kabupaten Aceh Tengah 

Tahun 20!2/2013- 2017 

No. Tahun Anggaran Penerimaan dari PAD 
BGGC (da!am rupiah) 

(dalam ruoiah) 

I. 2012/2013 171.713.096 8.776.374.141 

2. 2013/2014 86.801.753 11.891.883.838 

3. 2014/2015 205.440.465 15.090.611.016 

4. 2015/2016 300.513.535 17.175.750.855 

5. 2016 587.115.893 15.761.757.553 

6. 2017 561.160.000 28.281.060.875 

Rata-rata 318.800.790,33 16.162.906.379,6 

Sumber . Dmas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 
Tahun Anggaran 2012/20l3- 2017 (diolah) 

% 

1,96 

0,73 

1,36 

1,75 

3,72 

1',98 

1,97 

Dari tabel2.7 tersebut nampak bahwa kontribusi penerimaan dari retribusi I 

pajak BGGC terhadap pencrimaan asli daerah, relatifkecil yaitu rata-rata selama 

enam tahun terakhir adalah 1,97 %. Kecilnya penerimaan dari pajak BGGC dapat 

dimengerti apabila kita bandingkan dengan masih banyaknya penambang yang 

tidak memiliki SlPD sebagaimna telah dijelaskan dimuka. Hal tersebut sangat 

berkaitan sebab yang membayar pajak BGGC adalah mereka yang telah 
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mempunyai SIPD sedangkan pam penambang liar pada urnumnya tidak 

memberikan laporan atas basil tambangnya juga tidak membayar pajak atas basil 

usahanya. 

Hal tersebut juga dikemukakan oleb seorang Kepala Dinas babwa: 

"dalam meningkatkan penerimaan daerah dari pajak BGGC, kami bersama
sama Dinas yang tcrkait telah mclakukan berbagai upaya diantaranya dengan 
sistem jemput bola di lokasi penambangan, mengadakan pemantauan terhadap 
kegiatan penambangan serta menggunakan sistem target dengan melihat potensi 
baban tambang. Tetapi upaya-upaya t=ebut tetap belum bisa meruiongkrak 
penerimaan dari pajak BGGC, karena selama ini petugas kami mengalami banyak 
kendala di lapangan, diantaranya kami kesulitan memungot pajak dari penambang 
yang tidak memiliki S!PD sebab baik di dalam Perda Kabupaten Aceb Tengab 
Nomor 3 tahun 1998 teotang pajak pengambilao BGGC serta Keputusao Bupati 
Nomor 7 tahuu 2000 teotang petunjuk pelaksanaan pengelolaao lingkungao laban 
usaba pertambangan BGGC, para penambang liar tidak boleb mengadakan 
kegiatan apaJagi dipungut pajaknya sebelum mempunyai SIPD. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam meningkatkan penerimaan 

dari pajak BGGC mengalami kesulitan, karena kurangnya kesadaran para 

penambang terhadap SIPD dan membayar pajak atas basil usahanya, serta belum 

adanya peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan di Kabupaten Aceh 

Tengab. 

Berbeda dengan penerirnaan dari pajak pertambangan, penerimaan pajak 

dari air bawah tanah, kontribusi terhadap PAD cukup tinggi tetapi dalam 

pelaksanaanya masih mengalai kendala dari para pengusaha yang menggunakan 

air bawah tanah (ABT) sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Untuk melihat 

kontribusi penerimaan dari pajak ABT dapat dilihat dari penerimaan selama kurun 

waktu empat tahun dalam tabel di bawah ini: 

Tabel2.8 

Kontribusi Penerimaan dari Pajak ABT terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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Di Kabupaten Aceh Tengab tahun 2014/2015-2017 

No. Tahun Anggaran Penenmaan dan PAD 
Pajak ABT (dalam rupiah) % 

( dalam rupiah) 
--~ ·-

I. 201412015 3.247.145.710 15.090.6IL016 21,52 

2. 2015/2016 4.100.617.516 17.175.750.855 23,87 

3. 2016 3.234.358.000 15.761_757.553 20.52 

4. 2017 4.261.677.690 28.281.060.875 I 5,07 

. "= --- --
Rata-rata 3.710.949.729 19.077.295.074,7 19,45 

Sumber. Dmas Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 (d10lah) 

Dari tabel 2.8 di atas, nampak bahwa kontribusi penerimaan dari pajak air 

bawah tanah (ABT) terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengab cukup tinggi 

dengan rata-rata selama empat tahun scbcsar 19,45 %. Hal tersebut disebabkan 

bahwa Kabupaten Aceh Tengah mcmiliki potensi sektor industri yang cukup 

besar, apalagi dengan dicanangkannya lokasi kawasan industri seluas 2.000 hektar 

yang berlokasi di wilayah Kecamatan Aceh Tengab dan Kecamatan Celala, 

dengan jumlah perusahaan berskala besar pada tahun 2016 sebanyak 50 

pemsahaan, tclah membawa koutribusi bukan hanya pada penyerapan tcuaga keija 

pada tahun 2017 sebanyak 54.970 orang juga dalam hal penggunaan air bawah 

tanah (ABT) juga meningkat Selain itu banyaknya jumlah industri kecil pada 

tahun2017 sebanyak 120 perusahaan, dengan penyerapan tenaga ketja sebanyak 

27.238 orang, telah mcmberikan kontribusi dalam penggunaan air. Apalagi jika 

semua perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil semuanya mernpunyai 

tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak air bawah tanah (ABT) 

maka akan membawa kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Aceh 

Tengah. 
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Kenapa penerimaan pajak BGGC dan air bawah tanab (ABT) dijadikan 

salah satu indikator untuk menilru keberhas.ilan Kinerja Dinas pengelolaan 

Lingkungan Hidup, hal tersebut disebabkan bahwa kewenangan pengelolaan 

linglamgan hidup termasuk pertambangan merupakan salah satu urusan yang telah 

dilimpabkan kepada dinas. 

Untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha termasuk penambang 

dalam perizinan maupun membayar pajak, maka Dinas Pengelolaan 

Lingkungan hidup telab melaksanakau beroagai upaya sebagairuaua telah 

diuraikan dimuka seperti membuat peraturan, sebagaimana ditegaskan oleh 

Kepala Dinas, bahwa: 

"mengenai masalah perijinan dan peningkatan penerimaan dari pajak 
pertambaugau maupuu ABT uutuk aspek legal formal, dau menghindari adauya 
penyimpangau, kami telab membuat rancangan perdanya yang salah satu 
isinya, menyatakan bahwa setiap pengusaha I masyarakat yang mengajukan ijin 
usaha harus membayar retribusi izin untuk biaya ukur dan eksplorasi dan 
besarannya tergantung luas usaha dan jenis usaha, karena sementara ini 
pembuatau izin perusabaan tidak dikeuakan biaya, yang ada adalab biaya untuk 
eksplorasi dibebabnkan kepada pengusaha. Tetapi pada kenyataannya untuk 
membayar biaya eksplorasi para pengusaha banyak yang mengeluh, sementara 
para petugas kaml kesulitan menentukan berapa besaran biaya yang hams 
dikenakan pada pengusaha, sehingga teljadilah negosiasi antara pengusaha 
dengan petugas. Untuk itu maka kami telah membuat raperdanya yang 
diharapkan dapar diterima oleh setiap stakeholders". 

Untuk: melihat tingkat kesesuaian antara perwnusan misi dan tujuan 

organisasi dengan dinarnika perubahan, serta tingkat antisipasi tmtnk 

menghadapi perubaban, berdasarkan basil peugamatan dan data yang ada, 

Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tengah bemsaha 

mcnyiapkan empat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) dan 7 (tujuh) 

buah surat keputusan Bupati, yaitu Raperda tentang pcngelolaan air bawah 
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tanah, pertambangan wnum, pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan 

pengelolaan dan pembuangan limbah padat, semuanya masih dalam proses 

pembahasan di DPRK. Untuk lebih jelasnya Raperda dan SK Bnpati mengenai 

pengelolaan linglrungan hidup tennasuk pertambangan dapat dilihat pada tabel 

2.9 di bawah ini: 

Tahel2.9 

Daftar RaperdaJSK Bupati mengenai Pengelolaan Lingkungan Hid up 

Termasuk Pertambangan di Kabupatcn Aceh Tengah 
....,.-,---=----,c--~~oo-~-..-----o-c-··· ··--.--o~---. 

No Nama Rap_erda/ SK Bupati Nomor Keterangan 

1 Pengelolaan air bawah tanah - Dalam proses 
2 Pertambangan umum - pembahasan 
3 Pengelolaan dan pembuangan limbah cair - di DPRK 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Pengelolaan dan pembuangan limbah padat 
Pembentulcan tim lnvestigasi pencemaran 
Dan kerusakan lingkungan hidup 
Kab. Aceh Tengah 
Pembentukan tim pengendali pencemaran 
Dan kerusakan lingkungan hidup 
(fP2KLH), 
Kab. Aceh Tengah 
Komisi Penilaian Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan K.abupaten Aceh 
Tengah 
Pembentukan Tim Pengkaji Kelayakan 
L4tgkungan Kabupaten Aceh Tengah 
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lahan 
rekomendasi kepada Kepala Dinas 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Aceh Tengah 
Penetapan pohon jamuju, ikan balidra dan 
ikan tawes sebagai khas flora fauna di 
Kabupaten Aceh Tengah 

660.03/Kep.372-
DPLH/2017 

660.05/Kep.366-
DPLH/2016 

660.01/Kep.367-
DPLHI2016 

660_05/Kep.l65-
DPLHI2017 
7 tahun 2017 

660.05/Kep.l65-
DPLHI20I7 

503.05/Kep.l67· 
DPLH/2017 

L......~----------·· --"----··--------
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Talmn 2017 

ll4 

Dan Tabel 2.9, nampak bahwa perangkat hukum yang mengatur 

pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan masih dalam proses pembahasan 

di DPRK, sedangkan yang menyangkut pembentukan tim untuk kelancaran 

kegiatan telah ada 4 (empat) buah SK Bupati Acch Tengah. 

Scmua peraturan tersebut dibuat dalam rangka menunjang terhadap 

pelaksanaan misi dan tujuan organisasi untuk mengbadapi setiap perubahan yang 

terjadi. Selain itu untuk menumbuhkembangkan gerakan peduli lingkungan hidup 

di masyarakat sesuai dengan Pelaksanaan misi yang ketiga, dengan tujuan 

meningkatkan kualitas SDM tentang masalah lingkungan hidup, dengan 

sasarannya adalah meningkatnya kerjasama melalui kemitraan dengan 

stakeholders. Untuk mencapai sasaron dan tujuan dibuat kebijakan memberikan 

kontribusi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan 

program yang dilaksanakan adalah penyebaran informasi masalah pengelolaan 

lingkungan. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah memberikan 

pelatihan tentang pengelolaan lingkungan. 

Dari uraian di atas, dalam rangka melaksanakan misi dan tujuan organisasi 

dalam menghadapi perubahan, berdasarkan pengamatan di lapangan, Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah melakukan berbagai 

upaya baik melalui pembuatan perangk:at hukum maupun mengadakan pelatihan 

kepada semua stakeholders. Sebagaimana pemyataan Kepala Dinas bahwa: " 

kami menyadari bahwa basil yang dicapai dari kegiatan organisasi belum 
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memuaskan karena sebagru dinas yang baru maka selama ini, kami masih dalam 

proses pembenahan perangkat hukum dan sosialisasi'. 

c. Responsivitas 

Dalam kaitannya dengan responsivitas ini merupakan kemampuan 

organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, 

yang akan dilihat dari tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat dalam 

pelayanan perijinan, tingkat usaha untuk membina kegiatan para pengusaha I 

penambang. 

Responsivitas Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Aceh Tengah, jika dilihat dari aspek tingkat kepekaan organisasi keluhan 

masyarakat terhadap pelayanan perijinan. maka sebagaimana telah diuraikan pada 

awal bahasao, hahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Tengah salah satu fungsinya adalah pemberian bimbingan dan pembinaan serta 

mempersiapkan ijin pengelolaan lingkungan termasuk pertambangan. 

Pemberian izin dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk 

pertambangan merupakan salah satu kewenangan dari Kepala Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana Keputusan Bupati Aceh Tengah 

Nomor820/Kep.l68-DPLH/2016. Dan untuk proses pemberian izin tersebut, telah 

dibentuk Tim Koordinasi Proses penerbitan Surat Izin I rekomendasi di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup termasnk bidang pertambangan di Kabupaten Aceh 

Tcngah dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 503.05/Kep.l67-

DPLH/2016, yang beranggotakan berbagai unsur dinas terkait dengan 
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penanggungjawab Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hid up Kabupaten Aceh 

Tengah, dengan tugas : 

a. melaksanak.an penelitian I pemeriksaan persyaratan adminsistrasi dan 

persyaratan teknis atas permohonan surat izin/rekomendasi, lingkup 

bidang pengelolaan lingk:ungan hidup termasuk bidang pertarnbangan di 

Kabupaten Aceh Tengah; 

b. melaksanakan penelitian I pemeriksaan ke lokasi yang dimohon, baik 

keadaan lingkongan dan letakoya ditinjau dari berbagai aspek serta sesuai 

dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah; 

c. meneliti kemungkinan timbul gangguan dan bahaya terhadap penduduk 

dao liogkongao hidup sekitarnya, sebagai akibat adanya kegiatan usaha 

yang dimohon; 

d. membuat berita acara penelitian I pemeriksaan 

e. memberikan saran/pertimbangan tertulis kepada pemohon izin I 

rekomendasi 

f. melarang kepada pemohon untuk: tidak melakuk:an apapun di Iokasi 

sebelum surat izin terbit 

g. menghentikan kegiatan apapun apabila teijadi di lokasi, kepada pemohon 

diberitahu I diperingati temyata telah ada kegiatan sebelum surat izin terbit 

h. pemberitahuan pengbentian dibuat berita acara 

1. menyampaikan laporan tertulis kepada bupati Aceh Tengah. 

Adapun pcrsyaratan bagi para pengusaba I masyarakat yang akan 

melakukan kegiatan /l1Saha untuk mendapatkan SfPD antara lain diharuskan 
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membuat surat pennohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dengan dilampin: 

a. surat bukti pemilikan I penguasaan laban 

b. pela rencana lokasi penambangan yang d.ilegalisasi oleh Kepala Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

c. Surat Pemyataan tidak sengketa atau ridak sedang dijaminkan 

. d. Surat pemyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekita lok:asi 

rencana penambangan, dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa 

e. Surat pernyataan bersedia tidak melakukan kegiatan penambangan 

sebelwn surat izin terbit 

f. Buk:u rencana: 

I) Eksploitasilkegiatan penambangan 

2) UPUUKL 

3) Reklamasi 

g. tanda bukti lunas PBB 

h. Photo Copy KTP pemohon 

L Data perusabaan (badan hukum) 

J. Surat rekomendasi dari dinas I kantor I instansi terkait apabila diperlukan 

k. Surat pernyataan bersedia menyimpan dana untuk reklamasi pada Bank 

Pemerintah melalui deposito yang sertifikatnya disimpan di Dinas 

Pengelolaan Linglrungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

L Strrat perjanjian kerjasama (apabila ada) 
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Setelah menerima surat pennohonan dari pengusaha I penambang, maka 

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Tim Koordinasi proses penertiban 

surat izin/rekomendasi mengadakan pemeriksaan baik pada persyaratan 

adminsitrasi maupun peninjauan ke lokasi penambangan ( eksplorasi), kemudian 

hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh semua anggota Tim Koordinasi, dari basil pemeriksaan 

kemudian Tim Koordinasi membuat tanggapan atas permohonan izin usaha 

tersebut apakah menyetujui I belum menyetujui I tidak menyetujui. Apabila 

disetujui maka dibuatkan SlPDnya tetapi apabila persyaratan belmn lengkap, 

dikembalikan ke pemohon dan apabila tidak disetujui, pennohonan ditolak. 

Begitupula setelah mendapat SIPD dik:enakan berbagai kewajiban yang hams 

dilaksanakan diantaranya menyampaikan laporan secara tertulis kepada kepala 

dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap tiga bulan sekali, laporan 

produksi satu bulan sekali, pengelolaan lingkungan termasuk rek:lamasi, peta 

kemajuan tambang setiap enam bulan sekali, membayar pajak, biaya kompensasi 

eksploitasi dan masih banyak: lagi kewajiban yang lainnya yang cukup 

memberatkan pengusaha I masyarakat. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh seorang penambang yang tidak 

mempllllyai SIPD, bahwa: 

"kami menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini belum mengikuti 
aturan, tetapi untuk membuat ijin, ada persyaratan yang banyak dan menurut 
infonnasi dari ternan diperlukan nang yang besar untuk proses pembuatan ijin 
maupllll biaya yang harus kami simpan. Walaupun tidak mempunyai ijin, tetapi 
kami siap kalau diminta membayar pajak" 
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Dari gambaran diatas jelas bagaimana rumitnya untuk mendapatkan SIPD 

bagi masyarakat yang akan rnengadakan kegi.atan I usaha, disamping itu 

persyaratan tersebut berlaku bagi semua masyarakat I pengusaha yang akan 

melakukan usaha I kegiatan baik menyangkut pengelolaan lingkongan seperti air 

bawah tanah maupun pertambangan, serta tidak membedakan besaran kecilnya 

usaha. Hal tersebut diketahui dari wawancara dengan seornng Kepala Selcsi , 

bahwa: 

" kanti sebetulnya dalam melayaui masyarakat yang akan membuat SIPD 
serba rikuh, disatu sisi aturan hams kami tegakan,. di sisi lain kami melihat 
kegiatan yang akao dilaksanakao masyarakat berbeda-beda, sehingga dalam 
melayaninya karni lebih banyak mengedepankan negosiasi melihat tingkat 
kemampuan masyarakat itu sendiri, dan kami sangat menghargai itikad baik: 
mereka untuk membuat SIPD. Masalah dalam hal perizinan yang kami rasakan 
adalah perangkat hokum yang mengatur mengenai petizinan ini nntuk di 
Kabupaten Aceh Tengah belum ada, dan masih mengacu ke Perda Pmpinsi Aceh 
Nomor 17 Tahun 2016, serta dalam perda tersebutjuga belum mengatur secara 
jelas jenis usaha skala besar dan kecilnya". 

Dari pernyataan di atas,jelas bahwa kegiatan organisasi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat rnempunyai kendala dalam hal perangkat hukum 

sebagai aspek legal formal yang mcngatur mengenai perizinan di Kabupaten Acch 

Tengah belum ada Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinetja organisasi 

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Apabila responsivitas dililiat dari aspek tingk:at usaha untuk membina 

kegiatan para pengusaha I penambaog, seperti Ielah diuraikan terdabulu pada 

pembahasan akuntabilitas, bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

melaksanakan berbagai upaya untuk membina para pengusaba tennasuk 

penambang dengan tujuan menjadikan kcgiatan us~a yang berwawasan 
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lingkungan yang sasarannya adalah tercapainya penerapan pengelolaan 

lingkungan hidup pada setiap kegiatau usaha, dengan kegiatannya adalah 

melaksanakan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat. 

Berdasad<an basil pengamatau dan data yang ada, bahwa kegiatau yang 

dilaksauakan sebagaimana tabel2.10 di bawab ini: 

Tahel2.10 

Rencana dan Realisasi Kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hid up 

Kabupaten Aceh Tengah dalam membina kegiatan para pengusaha I 

penambang Tahun 2015-2016 

No Jenis Kegiatan Rencana Rea1isasi Keterangan 

l. mengadakan sosialisasi penerapan 30 17 Untuk tahun 

AMDAL UKL,UPL bagi kegiatan perusahaan perusahaan 2002 bel urn 

2. usaha mengadakan penyuluhan 50 orang orang dilaksanakan 

pengelolaan SDA dan lingkungan 

hidup 

3. me1aksanakan pembinaan kegiatan 4kali I kali 

reklamasi terhadap laban bekas 

tam bang 

. . Sumber: Dmas Pcngelolaan Lmgkungan Htdup Kabupaten Aceh 1 engah Talmn 2017 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari rencana kegiatan untuk 

meningkatkan kesadaran pengusaha I penambang, temyata tidak terealisasi, 

karena dalam kegiatan sosialisasi penerapan AMDAL UKL,UPL hanya 17 

pemsahaan yang mengilcuti. Juga kegiatan pembinaan untuk reldamasi hanya satu 

kali yang dapat terlaksana. 
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Walauptm berbagai upaya telah dilaksanakan untuk membina pengusaha 

tennasuk penarnbang, temyata masih mengalami masalah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Sub Dinas, bahwa: 

" setelah kami melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan, temyata 
masih banyak pengusaha yang tidak mentaati peraturan, scperti banyaknya 
penambang yang tidak mempunyai SIPD (liar), adanya perusahaan yang 
membuang limbah mdustri ke badan sungai, banyaknya kerusakan lingkungan 
akibat penambangan bahan galian go1ongan c, adanya pencemaran liogkungan 
yang diakibatkan oleh limbah industri dan domcstik, adanya bencana yang 
ditimbulkan o1eh industri, baik yang diakibatkan oleh limbah cair, padat dan 
udara, kurangnya kesadaran masyarnkat dan pengusaha dalam pengelolaan 
lingkuogan, dao kurangoya ketaatan pihak pengosaha!industri dahun peoyampaian 
1aporan UPL-UKL. 

Dari pemyataan tersebut, jelas bahwa kegiatan /usaha masyarakat di satu 

sisi mempWiyai dampak positif tetapi disisi lain mempunyai dampak negatif yang 

memerlukan perhatian yang serius dari semua fihak baik aparat maupun 

masyarakat agar segala dampak negatifnya dapat diknrangi dan dampak positifuya 

ditiogkatkan, yaog pada akhimya kesejahtraan masyarakat dapat meningkat 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, membuktikan bahwa ketiga aspek 

dalam kinerja organisasi Dinas pcngelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Tengah tidak dapat dipisahkan, juga membuktikan bahwa masing-masing aspek 

mempunyai hubungan yang sating mempengaruhi kinerja organisasi Dinas 

pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan misi organisasi 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 

Penehtian ini memtOkuskan pada tiga variabel internal di dalam organisasi 

yang diduga kuat mempengaruhi kinerja organisasi Dinas Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yakni struktur organisasi, sumber 

daya manusia, dan finansial, yang akan dibahas secara berurutan berikut ini. 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting, karena struktur 

organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudulam, togas dan fungsi dialokasikan 

di dalam organisasi. Struk:tur organisasi ini dapat dilihat dari tingkat 

pendelegasian wewenang yang .ada dalam orgamsast, tingkat pemanfaatan 

pegawai yang sesuai dengan spesialisasi, dan tingkat pengendalian pegawai dalam 

pelaksanaan tugas, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan. 

Apabila Struktur organisasi dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang 

yang ada dalam organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Tengah akan nampak ketika togas pokok dan fungai serta kewenangan dinas 

dibagi hahis kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam organisasi. 

Tugas dan kegiatan yang hams dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, mempakan tugas dan kegiatan yang biasanya dilaksanakan 

oleh Bagian Lingkungan Hidup dan sebagian lagi merupakan tugas Bagian 

Ekonomi sekretariat daerah sebelum keluamya Qanun Nomor 22 talum 2016. 

Togas yang biasa dilaksanakan oleh bagian lingkungan hidup menyangkut 

mengumpulkan bahan, mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka 

penyustman program perwujudan, pembinaan, penanggulangan lingkungan dan 

pencemaran termasuk AMDAL. Sedangkan sebagian tugas bagian ekonomi 

scbelum berubah menjadi bagian sosial ekonomi, yang dialihkan ke Dinas 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup menyangkut perizinan pertambangan dan energi, 

serta air tanah. 

Berbicara masa1ah tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitlam dengan struktur organisasi yang ada, 

temyata belum semua tugas dan kegiatan tennasuk dalam struktur organisasi. Dari 

penamaau dinas itu sendiri yaitu Dinas Pengelolaan Linglrungan Hidup, juga tidak 

adanya sub dinas maupun seksi serta sub bagian yang khusus menangani masalah 

pertambangan dan energi, terkesan dinas tersebut hanya menangani rnasalah 

lingkungan hidup saja. Walaupun secara teori pertambagan dan energi merupak:an 

bagian dari linglrungan hidup, tetapi dengan tidak adanya nama pertambangan dan 

nergi, terkesan dinas tersebut tidak menangani masalah pertambangan dan eoergi. 

Dengan adanya tugas dan kegiatan yang belurn termasuk pada struktur 

organisasi. hal tersebut berdampak pada tingkat pendelegasian wewenang dari 

pimpinan kepada staf, seperti masalah pertambangan dibebankan kepada seksi 

perizinan, padahal di dalam perincian tugas hanya menyangkut pengelolaan, 

penyiapan bahan pertimbangan, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian 

perizianan kelayakan lingkungan lingkungan dan pertambangan. 

Sebagaimana basil wawancara dengan Kepala Dinas menyatakan bahwa: 

"Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 
Tengah berdasark:an Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2016 
mempllilyai struktur hierarki dalam pengendalian, wewenang dan komunikasi 
dalam sistem mekanistik. Terns terang saja bahwa struktur organisasi yang ada, 
belum memadai karena tidak mencakup semua kegiatan yang harus ditangani oleh 
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya struktur organisasi mencakup 
lingkungan hidup, pertarnbangan dan energi, sehingga ada kesan dari masyarakat 
seolah-olah Dinas Pengelolaan Lingla.mgan Hidup hanya mengurus lingk:ungan 
hidup saja dan terkesan sebagai kepanjangan tangan BAPEDALDA Propinsi Aceh 

.. Sehingga ada masyarakat yang mau membuat izin pertambangan masih datang 
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ke tingkat Propinsi Aceh karena di Kabupaten belum ada katanya. Untuk itu 
maka kam.i telah mcngajukan pcrubahan ke DPRD untuk perubahan struktur 
organisasl dengan nama Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi 
Kabupatcn Aceh Tengah dengan lebih mcngembangkanjabatan fungsional". 

Pernyataan tersebut mcmbuktlkan bahwa struktur organisasi yang ada 

belum mampu menampung semua jenis kegiatan yang barns dilaksanakan oleh 

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hid up Kabupaten Aceh Tengah. 

Berdasarkan basil pengamatan dan dan data yang ada struktur organisasi 

Dinas Pengelolaan Ling)amgan Hidup merupakan strukt.ur organisasi line dan staf. 

Karena dalam struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 

17 Tahun 2016, kewenangan didelegasikan kepada 1) Bagian Tata Usaha yang 

didelegasikan lagi kepada sub bagian perencanaan, sub bagian kepegawaian dan 

sub bagian umum dan keuangan, 2) Sub Dinas Pencegahan Dampak Lingkungan 

yang didelegasikan lagi kepada seksi AMDAL RPL & RKL, Seksi Analisa dan 

evaluasi dampak, dan seksi Bina usaha dan pengembangan kapasitas, 3) Sub 

Dinas Pengawasan dan Pengendalian, yang didelegasikan lagi kepada Seksi 

pengawasan dan pengendalian kerusakan Iingkungan, Seksi Pengawasan dan 

pengendalian pencemaran lingkungan dan Seksi Perizinan, 4) Sub Dinas Penataan 

dan pemulihan Lingkungan, yang didelegasikan lagi kepada Seksi Pengembangan 

Informasi & penyuluhan Lingkungan dan Seksi Pemulihan Lingkungan. 

Sementara ito untuk jabatan fungsional tetapi belwn terisi. 

Apabila struktur organisasi dilihat dari tingk:at pemanfaatan pegawai yang 

sesuai dengan spesialisasi, maka sruktur organisasi Dinas pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang ada yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fimgsioya, 
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yang menuntut SDM yang memiliki kemampuan teknis, maka struktur tersebut 

nampaknya belum memadai. Karena jabatan fungsional yang ada belum diisi, 

sementara kebutuhan tenaga teknis pertambangan, geologi, elektro dan sebagainya 

sangat dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Bagian , menyatakan bahwa : 

"untuk mengantisifusi perubahan di dalam struktur organisasi relah 
rnenyiapkan jabatan fungsional, tet:api sampai saat ini jabatan tersebut belum 
rertata dengan baik sehingga masih kosong. Padabal kami sangat membutuhkan 
teuaga abli tam bang, renaga abli energi ( elektro ), dau tenaga abli lingkungau 
hidup serta disiplin ilmu lainnya sebagai tenaga pmfesional Dan untuk 
mengatasinya sementara ini kami hanya bisa mengikutsertakan pegawai pada 
Diklat-diklat pertambangau, lingkungan bidup, AMDAL, energi dan Diklat 
penjenjangan karier serta diklat-diklat yang lainnya". 

Untuk itu perlu adanya kebijakan penataan struktur organisasi yang 

diarahkan untuk memantapkan fungsi-fungsi organisasi yang diisi oleh tenaga-

tenaga pengelola yang profesional yang memenuhi syarat baik jumlah maupun 

kualitasnya yang lebih mengarah pada pengembangan jabatan fungsional. 

Apabila struktur organisasi tersebut mampu memanfaatkan pegawai 

berdasarkan spesialisasi, maka kemungkinan organisasi dapat berjalan karena 

orang-orang dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Untuk mewujudkan suatu 

organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat 

sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas 

atau prinsip organisasi sebagaimana telah disebutkan dalam tinjauan pustaka 

Atau dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah 

organisasi yang dalam pelaksanan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas 

organisasi tertentu. 
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Dilihat dari perumusan tujuan yang ada sebagaimana telah disebutkan pada 

deskripsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak nampak tujuan yang 

menyangkut pertambangan dan energi. Begitupula dalam pembagian pekerjan 

serta pelimpahan I pendelegasian weweoang belum nampak. Sementara itu 

pelaksanaan koordinasi baru sebatas pembentukan tim koordinasi proses 

penertiban surat ijin sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang menyangkut lingkungan hid up. 

Dati uraian tersebut, jelaslah bahwa struktur yang ada membawa 

konsekuensi terhadap tingkat pemanfaatan pegawru yang sesuai dengan 

spesialisasi yang terdapat di dalam sffi!ktur organisasi. 

Sementara itu, apabila struktur organisasi dilihat dari tingkat pengendalian 

pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dengan struktur organisasi yang ada, 

maka tingkat pengendalian yang dilakukan oleb kepala dinas terhadap pegawai 

tidak mendapat kesulitan karena kepala dinas tidak secara langsung 

mengendalikan tel.api melalru kepala bagian tata usaba atau para kepala subdin 

yang kemudian kepala bagian tata usaha atau para kepala subdin mengendalikan 

lagi kepala sub bagian atau kepala seksi barn sampai pada para pegawai. 

Tetapi hal tersebut apabila dibandingkan dengan struktur yang matrik yang 

mengabungkan jalur vertikal dan horisontal, yang dikembangkan karena berbagai 

macam fimgsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi, maka tingkat hierarki akan minimal dan otoritas yang terdesentralisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok 

dan flmgsi organisas1 untuk rnencapai mis1 dan tujuan organisas1, Dinas 
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pengelolaan Lingkungan Hidup mutlak harus dapat mengkoordinasikan program

program yang ada demi tercapainya misi dan tujuan organisasi. Apabila melihat 

struktur organisasi yan~ ada, maka belum terlihat peran dari Dinas Pengelolaan 

Linglamgan Hidup seutuhnya, dan terl<esan seolah-olah hanya menangani masalah 

hug!amgan hidup semata sedaugkan penm lainnya yang barns dilalcsauakan belum 

nampak di dahnn struktur orgauisasi. 

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan 

fimgsinya dikaitkan dengan struktur organisasi yang dibentuk sebagaimana telah 

diuraikan di atas, jelaslah bahwa struktur organisasi Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang _ada sekarang dapat mempengamhi terhadap kegiatan 

organisasi dalam pencapaian misi dan tujuan organjsasi. 

Struktur organisasi sangat berpeugaruh terhadap kinerja organisasai ketika 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai misi dan tujuan 

organisasi. Organisasi dengan struktur yang ka:ku dan birokratik akan 

menghambat tumbuhnya kreativitas pegawai. Selain itu pengambilan keputusan 

menjadi sangat lamban, dan komunik:asi antar unit organisasi menjadi berkurang. 

Organisasi yang kaku dan tetkotak-kotak seringkali menimbulkan pemborosan, 

karena sumber daya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakai bersama-sama. 

Begitupula dengan struktur organisasi yang mekanistik sulit berk:embang 

untuk melakukan inovasi. Organisasi harus mampu menyesuaikan dengan setiap 

perubahan serta mampu me.mberikan pelayanan yang terbaik kepada .masyarakat 

sesuai dengan prinsif-prinsif administrasi yang benar, serta organisasi harus 
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mampu mengenali kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelayanan yang diberikan 

akan sesuai dengan tuntUtan masyarakat. 

2. Sumber Daya Man usia 

Sumber daya manusia merupakan salab satu filktor yang mempengaruhi 

kinerja organisasi, karena manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana 

dan apapun bentuknya. Sumber daya manusia Uti dapat dilihat dan reoedianya 

pegawai baik secara kuantitas dan kualitas, tingkat pendidikan yang dimi1iki 

pegawai, dan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai, yang akan dicoba 

diuraikan secara berurutan. 

SlUilber d_aya manusia yang dilihat dari tersedianya pegawai secara kuantitas 

dan kualitas yang ada dalam organisasi Dinas Penge1o1aan Ungkungaa Hidup 

Kabupateo Aceh Tengab, sebagaimana telab diuraikan dalam Bab m, babwa 

sumber daya m.anusia yang melaksanakan tugas di Dinas pengelolaan Lingkungan 

Hidup beijumlah 30 orang termasuk 16 orang merupakan pejabat struktoral. 

Berdasark:an pengamatan dan data yang ada, dari 30 orang pegawai, mereka 

berasal dari berbagai instansi seperti 12 orang dari Bagian Lingkungan Hidup, tiga 

orang dari Dinas PKT, tiga orang dari PKM, tiga orang dari PMD, dua orangdari 

Koperasi, dua orang dari Bagian Organisasi, satu orang dari Itwil, satu orang dari 

STPDN (barn masuk) dan satu orang dari Mawil Hansip serta dua orang sukwan 

(barn) sebagai tenaga keamanan dan kebersihan merangkap peogemudi. 

Sesuai dengan volume tugas yang d.iemban oleh Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, maka dengan 16 jabatan struktural 

yang ada serta jabatan fungsional yang belurn terisi, berdasarkan analisa 
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kebutuhan pegawai, secara keseluruhan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

membunlhkan personil sebanyak 45 orang dengan komposisi latar belakang 

pendidikan yang mempunyai keahlian Geologi/pertambangan, lingkungan hidup, 

elektro dan disiplin ilinu yang laiuuya. 

Berdasarkan pengamatan dan basil wawancara dengan Kepala Dinas • 

menyatakan bahwa: 

" sebagai Dinas yang merupakan peugembaugan dari Bagian Lingkungan 
Hidup, kami masih kekmangau SDM aparatur baik dalam knautitas maupun 
dalam kualitas. Apabila melibat struktur organisasi yang ada dengan 16 jabatan 
struktural dan adanya jabatan fungsional serta cabang dinas dan UPTD, dan 
melihat volume tugas pekerjaan. kami membutuhkan sedikitnya 45 stafpelaksana 
khusus untuk di dinas, tetapi yang ada sekarang hanya berjumlah 30 orang 
te~uk pejabat st::ruktw-al dan dua orang sukwan. Kesulitan kami dengan tugas 
melaksanakan pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan 
oleb para pengusaha I industri maupun pertambangan dengan jwnlah perusabaau 
yang relatif banyak sementara jumlah pegawai terbatas, jadi pemantauan 
/monitoring tidak dapat kami laksanakan setiap saat tetapi dilaksanakan sistem 
berkala". 

Dari pemyataan tersebut, jelas bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hid up 

Kabupatcn Aceh Tengah masih kekurangan sumber daya manusia baik dalam 

kuantitas maupun kualitas. Dengan struktur organ.isasi yang mempunyai empat 

hierarki dengan 16 jabatan struktural, yang terdiri dari kepala dinas, satu bagian 

dengan tiga sub dinas, yang masing-masing terdiri dari 3 sub bagian serta 8 seksi, 

diperlukan SDM pelaksana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas. 

Somber daya mauusia dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, 

sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Pegawai atau aparatur pada Dinas 

Pengelolaan Lingk:ungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang melaksanakan 

tugas dan fungsi mengelola lmgktmgan hidup termasuk pertambangan dalam 

pencapaian tujuan dan misi organisasi, tergantung jwnlah pegawai dan kualitas 
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pegawai, yang dilihat dari tingk:at pendidikan formal, sikap mental pegawai dan 

spesialisasi tertentu yang dimiliki. 

Dari jumlah pegawai yang ada, yang berpendidikan S2 hanya dua orang, 12 

orang yang beipendidilam Sl dan empat onmg D3, 10 orang SLTA, SLIP satn 

orang dan SD 1 orang. Apabila melihat tingkat pendidikan mereka, bahwa 

sebagian besar mereka berpendidikan D3 dan safjana, potensi tersebut cukup 

menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan. tugas, tetapi apabila dikaitkan 

dengan volume tugas yang barns dilaksanakan maka jumlab tersebut kunmg 

memadai 

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada menunjukan bahwa dari 

30 pegawai di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, 

tidak ada satu orangpnn yang berlatar belakang pendidikan formal dari 

pertambangan, dan elektro, padabal dinas disamping mengelola lingkungan hidup 

juga mengelola pertambangan, sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai 

kemampuan yang bersifat teknis pertambangan, lingkungan hidup termasuk 

energi. Sementara itu dari pegawai yang ada, hanya ada dua orang yang berlatar 

belakang pendidik:an fonnal dari sarjana Iingkungan dan 1 orang yang 

berpendidikan dari geologi. Sementara pegawai yang lainnya berlatar belak:ang 

pendidikan yang bervaraisi. 

Untuk Jebih jelasnya mengenai latar belakang pendidikan pegawai dapat 

dilihat pada tabel 1.11 : 
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Tabe11.11 

Latar Belakang Pcndidikan Pegawai Dlnas pengelolaan Lingkungan 

Hidup IU.bupaten Aceh Tengah Tahun 2002 

No Latar Belakang Pendidikan Jumlah Keterangan 
(Orang) 

1 Sarjana Perencanaan 1 S2 dari ITB 
2 Sllljana Kimia 1 
3 Sllljana Pertanian 1 S2 dari STIA 
4 Sllljana Hukum 3 
5 Smjana Administrasi Negara 4 
6 Sarjana Perhutanan 1 
7 Sarjana Biologi l 

I 8 Smjana Teknik Lingkungan 2 
9 SaiTilud Penerangan l 
10 Sarmud Ekonomi 2 
11 Sannud Geo1ogi 1 I 12 SMNSTM/SMEA 10 
13 SMP 1 Sukwan 
14 SD l Suk.wan 

Jwn1ah 30 
Sumbe.-: Dmas pengelolaan Lmgkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai Dinas 

Penge1o1aan Lingknogan Hidup jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi 

pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan serta energi, maka yang sesuai 

baru mencapai lO %. Untuk. itu maka untuk menunjang tugas dan kegiatan dinas 
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perlu merekrut tenaga fungsional yang mempunyai latar belakang peOdidikan dati 

pertambangan, geologi dan elek1ro. 

Untuk berjalannya suatu organisasi h~ ditunjang oleh SDM yang 

berkualitas dalam arti memiliki pendidikan yang cukup yang sesuai dengan tugas 

pekeijaannya, karena Sumber daya manusia rnerupakan salah satu sumber yang 

berpengaruh terhadap kinetja organisasi publik 

Berdasarkan basil wawancma deogan seorang Kepala Sub Bagian, 

menyatakan bahwa: 

" sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas pengelolaan Lingkungan 
Hidup yaitu mengelola lingkungan hidup, pertambangan dan energi, untuk 
melaksanakan tugas tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai keahlian 
khusus. Seperti untuk pertambangan seorang aparatur harus menguasai bagaimana 
potensi atau kandungan baban tambang yang ada serta memerlukan waktu berapa 
rabun apabila diekaploitasi. Dan untuk sementara ini, kami mengadakan 
koordinasi dengan pertambangan propins~ serta mengikutsertakan pada diklat 
teknis tertentu. Dengan kondisi tersebut yang dkaitkan dengan tugas dan fungsi 
Dinas, kami sangat membutuhkan smjana yang mempunyai disiplin ilmu dibidang 
pertambangen (geologi), lingkungen bidup, energi (elek1ro) dan keahlian lainnya". 

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa untuk menangani tugas yang ada di 

Dinas diperlukan pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan dari 

geologi /pertambangan, lingkungan bidup, elektro dan disiplin ilmu yang lainnya. 

Sumber daya manusia dilihat dari tingkat kemampuan teknis yang dimiliki 

pegawai, maka pegawai yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

kabupaten Aceh Tengah, dari sejumlah 30 orang tersebut, mereka pada wnumnya 

sudah berpengslaman dan telah bekeija dengan masa keija yang bervariasi. Dan 

sementara itu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, para 

pegawai diikutkan dalam pendidikan teknis baik yang diadakan di tingkat 

kabupaten maupun di tingkat Propinsi Aceh. Adapun pendidikan teknis yang 
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diilruti selama tahtm 2017 sampai saat ini diantaranya TOT AMDAL, UKL dan 

UPL, pelatihan pelaksanaan inspeksi tambang (PIT), kursus dasar-dasar AMDAL 

A, Pelatihan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunanjalan dan 

jembatan, Diklat pengelolaan daernh aliian sungai (DAS), Diklat teknis substantif 

perindustrian dan perdagangan bidang penyusunan dan pengendalian lingkungan, 

pengenalan geologi dan sumber daya mineral, Dik:lat teknis pengelolaan 

kearsipan, Diklat teknis manajemen proyek (KMPP), pelatihan bidang 

pertambangan, Diklat pengenalan eksplorasi mineral dan ABT, dan Dildat 

Struktural SPAMA, SPAMA dan lain-lainya sebageimana telah diuraikan 

terdahulu. 

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang 

dimiliki Dinas Pengelolaan Lingknngan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, 

berdasarkan pengamatan bahwa sangat diperlukan pegawai yang merniliki 

pengetahuan dan keahlian serta komitmen terhadap program organisasi. 

Berdasarkan pengamatan, sebagairnana telah dijelaskan di atas bahwa para 

pegawai setelah mengikuti diklat, umumnya mereka dapat melaksanakan tugas 

secara learning by doing (belajar sambil bekerja). Apabila mereka mengalami 

kesulitan, mereka mengadakan koordinasi dengan dinas teknis, sehingga 

pekerjaan dapat betjalan. 

Untuk keberhasilan Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia tmtuk 

mendukung kegiatan dalam upaya mengatasi pennasalahan lingkungan hidup 

tennasuk pcrtambangan. Dar:i sumber daya yaqg tersedia dalam organisasi, 
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smnber daya manusia rnemegang peranan yang sentral dan paling menentukan. 

Tanpa sumber daya manusia yang banda!, pengolahan, penggunan dan 

pemantaatan sumber-sumber lai.nya akan menjadi tidak efelmf: efisien dan 

produktif Dalam keadaan yang demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan 

serta program organisasi yang telah ditetapkan dengan baik akan tetap sulit 

terwujud secara baik dan benar. 

3. Finansial. 

Sebagaimana tclah diuraikan dalam tinjauan pustaka, bahwa finansial 

merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinelja organisasi 

publik. 

Adanya Finansial, dalam suatu organisasi, selain lilktor SDM dan sarana 

fisik lainya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan 

organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik 

apapun hams diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. 

Finansial di dalam penelitian ini akan dilihat dari tingkat pengalokasian 

anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan tingkat 

ketersediaan anggaran biaya operasional untuk kegiatan pembinaan terhadap 

pegawai dan masyarakat, yang akan dinraikan secara berurutan. 

Sebagaimana telab diuraikan dalam Bab III, bahwa finansial atau anggaran 

yang menunjang pelaksanaan tugas di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sejak 

dibentuk terdiri dari dua mata anggaran yaitu anggaran rutin dan pembangunan. 
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Dan berdasarkan data yang ada, anggaran yang dialokasikan dari APBK 

Kabupatcn Aceh Tengah nntuk Dinas Penge1o1aan Lingkungan Hidup untuk Ulhun 

an~aran 2016 anggaran rutin sebesar Rp. 569.933.110,00 yang terdiri dari 

Belanja pegawai sebesar 76,95 o/o, belanja barang 14,04 %, biaya pemeliharaan 

2,98 o/~ be1anja pOijalanan dinas 5,04 %, dan biaya lain-lain untuk kesejahtraan 

pegawai 0,88 %. Sedangkan untuk tahnn anggaran 2017 sebesar Rp.683 .737 .608,

yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 71,83 %, belanja barang 12,390/o, biaya 

pemeliharaan 5,99 o/o, belanja peijalanan dinas 4,81 %dan belanja lain-lain untuk 

biaya operasional dan kesejahtraan pegawai 4,97 %. 

Dari jumlah anggaran Ulhnn 2016, yang dipergunakan untuk mennnjang 

tugas pokok sebesar Rp. !31.000.000 yang diperuntukan bagi be1anja barang, 

biaya pemeliharaan, biaya pOijahman dinas dan kes<;jahtraao pegawai. Sedangkan 

pada tahnn anggaran 2017 eda kebijakan Bupati Aceh Tengah yang 

mengalokasikan biaya operasional sebesar Rp. 30.000.000,-. 

Apabila dililiat dari pengalokasian anggaran yang dapat langsung 

mempengaruhi kenelja organisasi diantaranya adanya biaya perjalanan dinas. 

Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemantauan 

dan monitoring ke berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup 

termasuk perta.Inbangan. Dari anggaran tersebut biasanya diberikan kepada pam 

pegawai yang melaksanakan kegiatan berdasarka.n surat tugas dari Kepala Dinas. 

Setelah melaksanakan tugas para pegawai diharuskan melaporkan secara tertulis 

basil pemantauan atau monitoring yang dituangkan dalam berita acara. 
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Berdasarkan basil wawancara dengan pam kepala seksi dan pam kepala sub 

bagian, selama tabun 2016 mereka mengeluh karen a tidak adanya biaya 

operasional untuk melakukan kegiatan ke lapangan, sebagaboana pendapat salah 

seorang kepala seksi: 

"notuk melaksanakan pemantauao ke lapangan, karoi sering terbentur oleh 
biaya, disatu sisi kami harus melaksanakan tugas yaitu melaksanakan pemantauan 
ke perusahaan-perosahaan penarobongan, indoslri maupon ke lokasi laban 
tambang yang jaraknya relatif jauh, tetapi disisi lain kami tidak diberi biaya 
operasional, adapon biaya peijalaoan dinas diberilom apabila ada surat togas dari 
kepala dinas. Untuk tahun 2002 allllUildulilab ada kebijakan dari Bupati yang 
memberilom biaya operasional, dengan biaya itu maka kepala dinas mernberilom 
kebijakan lagi dari dana Rp. 30.000.000,00 untuk satu tabun dibagi 12 bulan, dan 
tiap bulanuya banya 2.500.000,00 dibagi 30 pegawai termasuk kepala dinas, dapat 
dibayangkan berapa yang kami terima untuk melaksanakan kegiatan. Jadi menurut 
kami mengeoai anggaran ini sangat berpengaruh sekali dalam menunjang kegiatan 
dinas". 

Dari pemyataan tersebut jelas bahwa faktor anggaran a tau finansial berperan 

sekali dalam menunjaog kegiatan dinas, deogan demikian aspek finaosial dapat 

dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, mak:a aspek finansial 

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi 

kinerja suatu organisasi. 

DaJam rnasalah finansial ini berbeda pendapat dengan hasil wawancara 

dengan kepala Dinas , yang menyatakan bahwa: 

" sebetulnya yang saya rasakan, faktor finansial tidak terlalu berpengaruh 
terhadap kinerja organisasi, sebab tanpa biaya operasionalpun para pegawai masih 
dapat melaksanakan tugas, sebab pada tahun 200 I saja dinas kami tidak diberi 
biaya operasional tetap saja kegiatan dapat berjalan, asal ada kemauan pasti 
mereka bisa melaksanakan tugas. Tetapi alangkah baiknya kalau ada biaya, tetapi 
menurut saya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kinetja organisasi, 
yang kami rasakan adalah kurangnya kendaraan operasonal untuk melaksanakan 
tugas ke lapangan karena kendaraan yang ada tidak mencukupi". 
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Pemyataan tersebut jelas, bahwa menurut Kepala Dinas faktor finansial 

udak terlalu signifikan berpengaruh terbadap kinerja organisasi, yang berpengaruh 

adalab kendaraan op~onal. 

Dari kedua pemyalalln tersebut terjadi perbedaan persepsi antara para kepala 

seksi dan para kepala sub bagain deugan kepala dinas mengeuai pengaruh 

finansial terhadap kinerja organisasi_ Untuk: itu kami melakukan wawancara 

deugan seorang Kepala Sub Dinas, yang menyatalcan sebagai berilrut: 

" faktor anggaran atau finansial memegang peranan yang sangat penting 
dalam menunjang pelaksanaan tugas, sebab tanpa dituujang oleh anggaran yang 
cukup, bagaimana kami dapat melaksanak:an tugas ke lapangan sementara gaji 
yang kami terima setiap bulan habis oleh keperluan di rumah, jadi untuk 
melaksanakan pemantauan atau monitoring atau melakukan kegiatan penyuluhan 
dan sebagainya perlu didukung oleh anggaran". 

Berdasarkan peugamatan dau data yaug ada, mengeuai angganm rutin yang 

ada kurang meuunjaug terhadap pelaksaan tugas pokok dan fungsi, letaPi 

kekurangan tersebut dapat dibantu oleh adanya anggaran pembangunan, dimana 

untuk: tahun anggaran 2017 ada kebijakan dari Bupati yang menambah jumlah 

kegiatan serta menambah besarnya alokasi anggaran pembangunan serta adanya 

biaya operasional. 

Jika dikaitkan dengan volume tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas, 

diantaranya untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan,dan monitoring 

terhadap perusahaan, penambang dan perusahaan pemakai ABT, jelas diperlukan 

sumber daya finansial yang memadai adanya dukungan anggaran yang cukup 

tujuan organisasi akan mudah tercapai. 
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C. Keterkaitan antara Variabel Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan 

~'inansial dengan Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Aceh T engah. 

Untuk mengetahui keterkaitan antam variabel struktur organisasi, Sumber 

Daya Manusia dan Finansial dengan Kineija Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Aceh Tengab, sebagainma telah diurnikan dimuka, dapatlah 

diinterpretasikan bahwa faktor struktur organisasi dapat mempengaruhi terbadap 

kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengab, 

Berkenaan dengan hal tersebut dari basil wawancara dan observasi di dapat bahwa 

dari variabel struktur organisasi masih mengalami kelemahan, antara lain: strukn.rr 

yang ada belum menampung seluruh tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh dinas, sebagaimana telah dijelaskan di dalam struktur organjsasi tidak 

nampak adanya sub dinas maupun seksi yang khusus menangani masalah 

pertambangan maupun energi, selain itujabatan fungsional yang ada beltun terisi. 

Keadaan tersebut jelas dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. 

Kinerja organisasi dilihat dari indikator akuntabilitas sebagaimana telah 

diuraikan dimuka, bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas dengan 

aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian 

aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rehabilitasi kerusakan SDA dan 

lingkungan, memperlihatkan bahwa pada umumnya kegiatan-kegiatan tersebut 

belum mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

43460.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



139 

Apabila kita amati tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas deogan 

aspirasi masyarakat dihubungkan dengan struktur organisasi Dinas, dengan tidak 

adanya aparatur yang khusus menangani masaJah pertambangan, jelas tidak ada 

orang yang betianggongjawab secara laogsung terhadap kegiatan tersebut. Hal 

ter>ebut berpengarub terhadap tingkat pendelegasiao weweoang. Deogao tidak 

adanya yang bertaogguogjawab maka berpengaruh terhadap kemampuan 

meningkalkan pmkarsa dao kepeduhao aparatur dao masyarakat serta tingkat 

upaya rehabilitasi kerusakan SDA dao lingkuogao. 

Begitu pula jika dikaitkan deogan indikator responsibilitas, dengan struktur 

organisasi tersebut yang belum menampung semua kegiatan, maka berpengaruh 

terhadap upaya pembinaan terhadap para pengusahalpeoambaog yang melanggar 

aturao. Hal tersebut berdampak pacta tingkat penerimaan dari pajak pertambangao 

dan ABT yang menjadi kewenaogao dinas. 

Keadaan struktur organisasi tersebut, juga berpengaruh terhadap kegiatan 

yang dilaksanakan dinas dalam pemberian pelayanan perijinan. Walaupun ada 

seksi yang menangaoi perizinan, tetapi untuk operasionalisasinya memerlukan 

penanganan yang cepat an tidak berbelit-belit. Sebagaimana telah disebutkan 

dimuka, bahwa untuk proses pertzinan diperlukan ekplorasi ke lapangan, serta 

perlu di.ketahui jwnlah kandungan yang ada d.i lokasi penambangan. Dengan 

tidak adanya aparatur yang bertanggungjawab menangani masalah tersebut, jelas 

berdampak pada pelayanan yang diberikao. 

Keadaan tersebul, ditambah dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas 

Pengelolaan Liugkungan Hidup Kabupaten Aceh T engah, baik secara h:uantitas 
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maupun kualitas belum memadai. Selain itu apabila rnelihat Jatar belakang 

pendidikan jika dikaitkan dengan tugas yang barns dilaksanakan, dari 30 pegawai 

di Dinas Pengclolaan Lingkungan Hidup Kabupatcn Aceh Tengah, tidak ada satu 

orangpun yang betlatar belakang pendidikan formal dari pertarnbangan, dan 

clddro, padaluil dinas disamping mengelola lingkungan hidup juga mengelola 

pertarnbangan dan energi, sehingga diperlukan pegawai yang rnempunyai 

kemampuan yang bersifitt teknis pertambangan, Iingkungan hidup termasuk 

energc 

Keadaan tersebu~ jika dikaitkan dengan indikator akuntabilitas, 

responsibilitas dan responsivitas,, berdasarkan data dan basil pengamatan 

mernperlihatkan bahwa dengan juuilah pegawai yang kurang mernadai, serta tidak 

adanya pegawai yang mernpunyai keahhan dahun pertarnbangan dan energi, maka 

akan beipellgaruh terlladap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa untuk mengetahui kandungan suatu 

potensi bahan galian terrnasuk air tanah di suatu daerah, diperlukan sumber daya 

manusia yang mempunyai keahlian pertambangan dan geologi. Dengan kurangnya 

swnber daya manusia dikaitkan dengan tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan 

dinas dengan aspirasi masyarak:at, tingk:at kemampuan meningk:atkan prakarsa dan 

kepedulian aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rehabilitasi kerusakan 

SDA dan lingkunganjelas berpengamh. 

Apabila sumber dana (finansial) dikaitkan dengan indikator akuntabilitas, 

responsibilitas dan responsivitas memperhltatkan bahwa untuk melaksanakan 

pembmaan, pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan 
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lingkungan dan pertambangan diperlukan sumber dana. Begitupu!a untuk 

melaksanakan reklamasi terhadap !ahan bekas tam bang diperlukan dana. 

Masalah dana sebagai penlll\iang kegiatan di Dinas pengelolaan Lingkungan 

Hidup belum memadai. Hal tersebut terlihat masih adanya keluhan dari para 

pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

Berdasarkan hasil pengamatan, wawaru:ara dan data yang ada, 

memper!ihatkan babwa dalam me!aksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

pengelolaan Lingkungan Hidup masih mengbadapi kendala, antara lain struktur 

organisasi yang belum menampung seluruh tugas yang hams dilaksanakan, 

ditambah kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas, 

belum adanya pegawai yang mempunyai keahlian di bidang pertambangan dan 

energi, serta be! urn memadainya dana untuk menunjang tugas poknk dan fungsi. 

Ketiga variabel tersebut berpengamh terltadap kineJja organisasi Dinas 

Pengelo!aan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang dapat terlihat dari 

masih adanya kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan yang belurn tertanggulangi seperti adanya pencemaran, 

masih rendahnya penerimaan dari pajak bahan galian golongan c (BGGC) dan air 

bawah tanah (ABT), adanya praktek penarnbangan yang tidak mengindahkan 

peraturan yang berlaku, seperti tidak memiliki SIPD, luas areal penambangan 

lebih besar dari luas yang tertera daJam SIPD, dan tidak melakukan reklamasi, 

masih banyaknya perusahaan yang tidak mempllllyai dokumen Analisis Mengenai 

Dampak Ling!mngan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingknngan dan Upaya 
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Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) maupnn tidak memberikan laporan 

mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 
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Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV. dapat 

ditarik beberapa kesimpularr scbagai bcrikut : 

1. Penelitian ini mencmuk.an bahwa Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Aceh Tengah memperlihatkan bahwa kinerjanya belum optimal. 

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, akuntabilitas yang 

memperlihatkan bahwa tingk:at konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas 

belum sesuai dengan aspirasi ruasyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan 

prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat bam sebatas pencapaian 

target belum sampai pada outcome, tingkat rehabilitasi kerusakan sumber daya 

alam dan lingkungan belum dapat dilaksanakan. Kedua, responsibilitas yang 

memperlihatkan bahwa masih tingginya tingk:at pelanggaran pengusaha 

tennasuk penambang tcrhadap aturan, masih rendahnya tingkat kontribusi 

penerimaan dari retribusi persampahan, belum sesuainya antara perumusan 

misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan. Ketiga, responsivitas 

memperlihatkan bahwa masih adanya keluhan dari masyarakat tentang 

pelayanan perijinan, dan bel urn optimalnya pembinaan terhadap kegiatan para 

pengnsaha I penambang. 

2. Kinerja Di.n.as Pcngelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang 

dilihat dari tiga indikator terseJut, dipengaruhi variabel intemal orgauisasi, 
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Perlama, variabel struktur organisasi, yakni stntktur organisasi yang ada 

belum menampung selumh kegiatan yang harus dilaksanakan sehmgga 

berpengaruh terhadap tingkat pendelegasian wewenang, belum sesuainya 

penempatau pegawai menurut spesialisasi yang diketahui dengan belum 

terisinya jabatan fungsional dan tingkat pendelegasian pegawai dalam 

pelaksanaan tugas yang diketahui dengan tidak adanya sub dinas yang 

menangani masalah pertambangan dan. energi. Kedua, variabel sumber daya 

manusia, yakni kurangnya sumber daya manusia baik. kuantitas maupun 

kualitas, tingkat pendidik:an pegawai yang belum sesuai dengan tugas yang 

hams dilaksanakan yang diketahui dari belum adanya pegawai yang 

mempunyai latar belakang pendidikan dari pertambangan maupun elektro, 

serta kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki pegawai Ketiga, variabel 

finansial, yakni angaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

belum memadai dan kecilnya biaya operasional untuk menunjang pencapaian 

rnisi dan tujuan organisasi. Ketiga variabel internal organisasi tersebut 

mempengaruhi kinerja Di.nas Pengelolaan Lingkwtgan l-lidup kabupaten Aceh 

Tengah. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan basil kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut : 

1. Perlunya penataan kelembagaan pengelolaan stunber daya alam dan 

lingkungan hidup tcnnasuk struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup seyogianya ,liubah menjadi Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, 
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Pertambangan dan Energi, serta memperbaiki managemennya. perlunya 

dibentuk. asosiasi pcngusaha I penambang guna memudahkan pengawasan, 

pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan yang dilakukan 

oleh mereka. 

2. Perlunya optimalisasi pemungutan retribusi pertambangan dan persampahan 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan tetap memperhatikan 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. perlunya merekrut tenaga 

telaris yang menguasai lingkungan hidup, per!llmbangan, dan energi untuk 

ditempatkan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tenaga 

fungsional. serta perlunya meningkatkan kernampuan aparatur dengan 

mengikutsertakannya pada diklat teknis fimgsional 

3. Perlunya studi !anjut, bimtek atau pelatihan bagi Pegawai di Dinas 

Lingkungan hidup untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di dinas 

lingkungan hidup 
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PANDUAN WAWANCARA 

PENELITIAN KINERJA ORGANISASI DINAS PENGEWLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TENGAH 

I. UNTUKAPARATUR: 

!50 

A. Variabel Dependent ( Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup) 

meliputi: 

I. Indikator Akuntabilitas 

a. Seberapa jauh Kebijakan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup selama ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya 

dalam pengelolaan lingkungan termasuk pertambangan; 

b. Seberapa jauh Dinas Pengclolaan Lingkungan Hidup tnampu 

melakukan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat 

terhadap SDA adan Lingkungan 

c. Seberapa jauh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu 

merehabilitasi kerusakan sumber daya a1am dan lingkungan; 

2. Indikator Responsibilitas, 

a. Seberapa jauh tingkat kesadaran pengusaha I penambang untuk 

mempunyai SIPD 

b. Seberapa jauh tingkat kesadaran pengusahalpenambang untuk 

membayar pajak atas basil tambangnya 

c. Seberapa jauh tingkat kesadaran pengusaha/penambang untuk 

melakukan reklamasi 

d. apakah misi dan tujuan orgarusast telah sesuai dengan dinamika 

perubahan; 

e. kegiatan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan 

3. Indikator Responsivitas, 
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a. bagaimana kegiatan organisasi dalam membetikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

b. kegiatan apa yang dilakukan untuk membina kegiatan para pengusaha I 

penambang; 

c. kegiatan apa yang dilakukan untuk menge1o1a sumber daya alam dao 

lingkungan hidup; 

B. Variabel Independent terdiri dari: 

1. Stmktur organisasi 

a. Bagaimana pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi; 

b. Apakah tugas dan fungsi organisasi telah dibagi habis 

c. Apakah penempatan pegawai telah sesuai dengan spesialisasi 

pendidikan 

d. Bagaimana prilaku pegawai da1am menjalankan rugas telah sesuai 

dengan peraturan 

e. Bagaimana kepatuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

2. Sumber daya manusia, 

a. bagaimana sumber daya manusia di Dinas pengelolaan Lingkungan 

Hidup dilihat dari kuantitas dan kualitas serta strata pendidikan yang 

dimiliki cukup memadai atau tidak 

b. apa kemampuan teknis yang dimiliki pegawai untuk metaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya 

c. apakah setiap pegawai memahami vis~ misi, tujuan, tugas pokok dan 

fungsinya dalam organisasi 

d. bagaimana mekanisme penempatan pegawai di lingkungan dinas 

e. bagaimana semangat staf dalam menjalankan tugas sehari~bari 

3. Finansial, 

a. Bagaimana anggaran yang ada telah cukup memadai untuk pengelolaan 

lingkungan hidup termasuk pertambangan; 

b. Apakah pengalokasian anggaran telah menunjang pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi; 

c. Apakah ada biaya operasional untuk membina pegawai dan masyarakat 
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II. Untuk para pengusaha I penambang 

1. apakah hak dan kewajiban sdr sebagai pengusaha I penambang? 

2. bagaimanakan cara sdr untuk mendapatkan SIPD I SIP A bawah tanah? 

3. bagaimanakah cara sdr mcmbayar pajak? 

4. bagaimanakah cara sdr memberikan laporan atas kemajuan tam bang/ 

laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ? 

5. apakah sdr sebagai pengusaha!penambang memperoleh bimbingan I 

pembinaan dari aparatur pemerintah ? 

6. Apa kendala yang dihadapi dalam kegiatan /usaha yang saudara 

laksanakan ? 

7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 1 
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5. Keluarga tercinta, khususnya anak-anakku Kaisar Gavin Akbar Jiriadana (Gavin) dan 

Navisha Kanaya Jiriadana (Kanya) yang selalu sabar dan penuh pengertian di saat Bunda 

memiliki begitu banyak keterbatasan waktu berkualitas bersama kalian karena menulis 

TAPM ini. 

6. Orang tua terkasih Rtb. Hendra Bambang.W. Soerjaatmadja, MBA dan drg. Nina Ratna 

Karaton, Sp.PM, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sejak kecil akan 

arti penting pendidikan dan upaya meningkatkannya pada setiap kesempatan yang ada. 

7. Adik-Adik tercinta lndra Soerjaatmadja dan Ema (Istri), Adit Soetjaatmadja dan Dilla 

(Istri), serta Bima Soerjaatmadja, atas dukWlgan dan motivasi yang diberikan, terutama 

saat penulis sedang merasakan lelah dan hilang semangat. 

8. Sahabat yang balk hati Statmy Desiana dan Lian Pertiwi atas kerelaannya memberi waktu 

yang berkualitas untuk mendengarkan curahan hati penulis selama penulisan TAPM ini, 

serta bersedia menemani penulis berkegiatan dalam rangka menjaga suasana hati sela\u 

baik selama proses penulisan TAPM. 

9. Ternan-ternan satu angkatan di Program Magister Manajamen UT UPBJJ Jakarta angkatan 

2016.2 untuk sating dukung, sating berbagi infromasi, dan saling menyemangati disaat saat 

Ielah dan jenuh melanda dalam proses menulis T APM ini. 

10. Handai taulan dan rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan curahan kasihnya sehingga selesainya T !\PM ini. 

Disadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, karena itu segala saran dan kritik yang 

membangun sangat diharapkan untuk menyempumakannya. Namun demikian, penulis berharap 

kiranya TAPM ini dapat menyemarakk:an khazanah ilmu pengetahuan manajemen SDM di masa 

mendatang. 

Jakarta, 29 Juli 2018 

Penulis, 

Ratu Ayu Primiputri Raldunania Soerjaatmadja 
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